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BAGLAN I 
PENDAHULUAN 

A. Tugas Pokok dan Furigsi Pusat Kaj Ian Anggaran 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(MD3), menyatakan Iahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanan wewenang dan tugas 

DPR RI dalam menj aankan fungsinya terutama terkait fungsi anggaran, maka dibentuklah 

Pusat Kajian Anggaran sebagai salah satu unit supporting system di bawah Badan Keahlian 

DPR RI. 

Pusat Kajian Anggaran dahulu merupakan bagian dari Biro Analisa Anggaran dan 

Pelaksanaan APBN yang berada di bawah Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan. Seiring 

dengan perubahan orgmisasi sistem pendukung dan dikeluarkannya Persekjen DPR RI No. 6 

Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan 

Keahlian DPR RI maka Pusat Kajian Anggaran resmi dibentuk. Pusat Kajian Anggaran 

memiliki tugas mendiicung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia di bidang perancangan APBN. Dalam melaksanakan tugas 

tersebut, Pusat Kajian Anggaran menyelenggarakan fungsi: 

Perumusan dan evaluasi rencana strategis Pusat Kaj ian Anggaran; 

Perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Pusat Kajian Anggaran; 

Perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Pusat Kajian Anggaran; 

Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingicungan Pusat 

Kajian Anggaran; 

Penyiapan bahan prumusan kebijakan di bidang dukungan pengkajian anggaran; 

Pelaksanaan kebijakan di bidang dukungan kajian anggaran; 

Pelaksanaan dukurgan evaluasi kajian anggaran; 

Pelaksanaan dukurgan pengkaj ian anggaran; 

Pelaksanaan tata usaha Pusat Kajian Anggaran; 

Penyusunan laporan kinerja Pusat Kajian Anggaran; 

Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Badan Keahlian. 



B. Visi Misi Pusat Kajian Anggaran 

Visi 

"Menjadikan Pusat Kajian Anggaran sebagai organisasi pendukung DPR RI bidang keahlian 

anggaran yang profesiona!, andal, dan akuntabel" 

Pusat Kajian Anggaran yang profesional mempunyai makna bahwa dalam melaksanakan 

tugas dan fungsinya, Pusat Kajian Anggaran mempunyai kompetensi untuk mendukung 

pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI secara baik dan benar, dan juga berkomitmen untuk 

terus meningkatkan kemampuan serta kualitas SDM. 

Pusat Kajian Anggaran yang andal mempunyai makna bahwa Pusat Kajian Anggaran 

mampu melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi rencana-rencana kerja sesuai 

dengan tujuan yang akan dicapai serta dapat diimplementasikan. 

Pusat Kajian Anggaran yang akuntabel mempunyai makna bahwa dalam melaksanakan 

tugas dan fungsi dukungan keahlian, Pusat Kajian Anggaran mampu bertanggung jawab atas 

tiap tindakan, keputtan, dan kebijakan termasuk pula di dalamnya pemberian informasi 

kepada publik sesuai tugas dan fungsi DPR dalam mendukung pelaksanaan fungsi anggaran 

DPR RI. 

Nlisi 

Untuk mencapai vis.i yang telah ditetapkan, Pusat Kajian Anggaran menyusun misi sebagai 

berikut: 

Memperkuat penyelenggaraan fungsi dukungan kajian anggaran yang mendukung proses 

pelaksanaan fungsi anggaran Dewan. 

Memperkuat marlajemen pengetahuan. 

Memperkuat peiigembangan profesi Analis APBN. 



C. Tugas Pokok dan Fungsi Analis APBN Ahil Pertama 

Berdasarkan Peraturari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

No. 39 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis APBN menyatakan bahwa yang 

dimaksud Analis APBN adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, 

wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan analisis APBN. Analis APBN 

termasuk dalam rumpun jabatan fungsional dimana jenjang jabatan fungsional Analis APBN 

terdiri dari Analis APBN Ahli Pertama, Analis APBN Ahli Muda, Analis APBN AhIi Madya, 

dan Analis APBN Ahli Utama. Untuk Analis APBN Ahli Pertama memiliki tugas dan fungsi 

sebagai berikut 

Menyusun Analisis APBN, analisis hasil pemeniksaan BPK dan pertimbangan DPD 

sebagai anggota; 

Menyusun referersi APBN, hasil pemeriksaan BPK dan pertimbangan DPD, termasuk 

menyusun laporan kegiatan pendalaman mateni, data dan inforrnasi yang memerlukan 

penggalian data-data primer langsung dan sumber data, Pemerintah Daerah, 

KementerianlLembaga, Instansi negara dan swasta dalam dan luar negeri, secara 

individual, sebagai anggota atau ketua tim; 

Menyusun Analisis Ringkas Cepat (ARC), secara individual, sebagai anggota atau ketua 

tim; 

Mengikuti diskusi mengenai analisis APBN, referensi APBN, BPK, dan DPD, serta ARC. 



BAGIAN II 
RANCANGAN AKTUAIISASI 

A. Deskripsi Isu 
1. Belum Adanya Database Terkait Isu Pembahasan di Rencana Kerja Pemerintah 

(RKP) 

Salah satu fungsi dari Pusat Kajian Anggaran adalah perumusan dan evaluasi program kerja 

tahunan dimana di dalarn fungsi tersebut terdapat program kerja untuk melakukan kajian 

analisis terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu hal yang 

memiliki hubungan erat dengan APBN adalah Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 

Rencana Keija Pemenintah merupakan komponen yang paling dasar darl pada penentuan 

APBN, rencana kerja yang merupakan bahan dan pada penyusunan APBN adalah berupa 

Anggaran Pendapa'an, Belanja dan Pembiayaan, yang disusun sesuai dengan kebutuhan 

penyelenggaraan pemenintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan 

negara. 

Namun dernikian, di Pusat Kajian Anggaran belum terdapat suatu sistem database untuk 

mengorganisir isu pembahasan Rancana Kerja Pemenintah setiap tahuimya. Padahal 

database mi menjadi sangat penting mengingat RKP bisa dijadikan acuan dalam membuat 

kajian analisa seputar APBN. Dengan adanya inovasi dalam pembuatan database isu 

pembahasan RKP, diharapkan para analis APBN akan lebih efektif dan efisien dalam 

melakukan analisa terhadap APBN. 

Sebagaimana pendapat Richard L. Daft dalam Tita Maria Kanita , 2011 (Dalam modul buku 

komitmen mutu;9) bahwa : "Inovasi barang dan jasa adalah cara utama dimana suatu 

organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan." 

Inovasi dilandasi oleh keberanian beninisiatif untuk menampilkan kreativitas, sehingga 

inovasi akan menjadi faktor yang membuat organisasi tumbuh, berubah, berkembang, dan 

berhasil. (Komitmen Mutu). 



2. Belum Optimalnya Kajian Tentang Isu Pembahasan Sikius Laporan Semester APBN 

Berdasarkan Permenpan No, 39 Tahun 2014, Pusat Kajian Anggaran setiap tahunnya telah 

menerbitkan berbagai macam produk basil analisis APBN, antara lain Analisis Ringkas 

Cepat (ARC), buletin,jurnal, hingga bulcu kajian. Selain menerbitkan produk kajian, Pusat 

Kajian Anggaran juga memiliki fungsi untuk memberikan dukungan keah!ian dalam rapat 

anggaran yang dilaksanakan oleh Alat Kelengkapan Dewan (AKD), dalam hal mi adalah 

Badan Anggaran (Banggar). 

Guna menmgkatkan efektifitas dukungan dalam setiap rapat yang dilakukan oleh Badan 

Anggaran yang terkait dengan laporan semester APBN, maka diperlukan konsep analisis 

ringkas cepat mengenai berbagai isu yang dibahas didalam rapat tersebut. Agar pimpinan 

dan anggota badan anggaran bisa segera mengetahui hasil analisis setiap permasalahan 

yang telah dibahas di dalam rapat. Analisis ringkas cepat yang disajikan tidak hanya 

bersifat deskripsi, tetapi akan dilampirkan pula infografis terkait isu permasalahan yang 

dibahas. 

Menurut Ancok et.al , 2014 (Dalam Modul Pelayanan Publik: 64), faktor yang perlu 

diperhatikan dalam membangun budaya pelayanan, adalah pemahaman tentang pelayanan 

prima. Budaya pelayanan prima inilah yang hams menjadi dasar ASN dalam penyediaan 

pelayanan. Pelayar.an  Prima adalah memberikan pelayanan sesuai atau melebihi harapan 

pengguna layanan. Berdasarkan pengertian tersebut, dalam memberikan pelayanan prima 

terdapat beberapa tingkatan yaitu: (1). Memenuhi kebutuhan dasar pengguna, (2). 

Memenuhi harapan pengguna dan (3). Melebihi harapan pengguna jasa, mengerjakan apa 

yang lebih dan yang diharapkan. (Pelayanan Publik). 



B. Pemilihan Isu Prioritas 

Matrik Pemilihan Isu Prioritas dengan Analisis USG 

No Isu 
Kriteria Jurnlah 

NiLai U S I G 
1 Belum Adanya Database Terkait Isu Pembahasan di Rencana 

Kerja Pemerintah (FKP) 

4 3 4 11 

2 Belum Optimalnya Kajian Tentang Isu Pembahasan 

Sikius Laporan Semester APBN 

5 5 4 14 

3 Belum Tersedianya Perlengkapan P3K Di Ruang Kerja. 2 4 3 9 

Berdasarkan Analisis USG di atas, maka isu yang dipilih adalah 

Isu ke-2 dengan rumwan isu: Belum Optimalnya Kajian Tentang Isu Pembahasan Sikius 
Laporan Semester APBN 

Gagasan: 

o Membuat Analisis Ringkas Cepat Yang Komprehensif Terkait Sikius Laporan Semester 

APBN.; 

o Membuat Infografis Terkait Isu Yang dibahas Dalam Rapat Badan Anggaran di Sikius 

Lap oran Semester.; 

o Menibuat Inventarisir dan Data Base Terkait Isu Pembahasan Sildus Laporan Semester 

APBN. 

C. Pemilihan Gagasan Prioritas 

Matrik Pemilihan Gagasan Prioritas dengan Analisis USG 

Kriteria Jumlah 
No Isu 

U S IG Nilai 

1 Membuat Analisis Ringkas Cepat Yang 5 5 4 14 
Komprehensif Terkait Sikius Laporan Semester 
APBN. 

2 Membuat Infografis Terkait Isu Yang dibahas Dalam 3 3 4 10 
Rapat Badan Anggaran di Sikius Laporan Semester  

3 Membuat Inventarisir dan Data Base Terkait Isu 4 4 5 13 
Pembahasan Sikius Laporan Semester APBN 

Berdasarkan Analisis USG di atas, maka gagasan yang dipilih adalah 

Gagasan ke-1 terkait pembuatan Analisis Ringkas Cepat (ARC) yang komprehensif terkait sildus 

Laporan Semester APBN dengan rumusan gagasan: "Optimalisasi Analisis Ringkas Cepat 

Yang Komprehensif Terkait Sikius Laporan Semester APBN dan Data Base Rencana Kerja 

Pemerintah ". 



D. Matriks Rancangan Aktualisasi 

Unit Kerja 	 : Pusat Kaj Ian Anggaran 
Identifikasi Isu 	 : 1. Belum Adanya Database Mengenai Rencana Keija Pemerintah (RKP) 

Belum Optimalnya Konsep Kajian Tentang Isu Pembahasan Sikius Laporan Semester APBN* 

Belum Tersedianya Perlengkapan P3K Di Ruang Kerja. 

Isu yang Diangkat 	Behim Opfimalnya Konsep Kajian Tentang Isu Pembahasan Sikius Laporan Semester APBN 

Gagasan Pemecahan Isu 	1. Membuat Analisis Ringkas Cepat Yang KomprehensifTerkait Sikius Laporan Semester APBN. 

Membuat Infografis Terkait Isu Yang dibahas Dalam Rapat Badan Anggaran di Sikius Laporan Semester. 

Membuat Inventarisir dan Data Base Terkait Isu Pembahasan Sikius Laporan Semester APBN. 

Gagasan terpilih adalah membuat analisis ringkas cepat yang koniprehensif terkait sikius laporan semester APBN dan data base rencana 
kerja pemerintah. 



Keterkaitan Substansi Mata Kontribusi Terhadap Penguatan Nilai 
No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output I Hasil 

Pelatihan TusiiTujua n Organisasi Organisasi 

1. 2. 3.     

Konsultasi dengan 
1. Menetapk an tanggal 1. Surat Keterangan Komunikasi dengan pimpinan untuk 

Selalu berusaha Dengan 

pimpinan terkait konsultasi; Melaksanakan rnenetapkan jadwal konsultasi 
memperbaiki diri dan membiasakan din 

kegiatan 
Koordinasi dengan Kegiatan; m dengari 	emperhatikan etika 

kemauan untuk memiliki 

aktualisasi. 
sekretaric pirnpinn; 

kesupaiiaii (Etika [' ublik) melakukan perubahan perencanaan dengan 

3. Konsultasi dengan sejalan dengan visi konsultasi terlebih 

pinipinan terkait Koordinasi dan kerjasama dengan terwujudnya Setjen dan dahulu sebel urn 

pelaksanaan kegiatan pimpinan terkait pelaksanaan BK DPR RI yang mernulai tugas maka 

aktualisasi. kegiatan aktualisasi (WoG) professional, andal, nilai religius, 
transparan dan akuntabel akuntabilitas, 

profesional, dan 
integritas pada 
Setjen dan BK DPR 
RI dapat diperkuat. 

Mengikuti rapat 
Konsultasi dengan 1. Risalah / notulensi Koordinasi dan kerjasama dengan 

Dengan 
 

Memberikan dukungan 

siklus laporan 
mentor terkait arahan hasil rapat 'mentor melalul interaksi yang sopan 

keahlian kepada anggota membiasakan din 
2 

semester APBN di 
mengikuti rapat. (Etika Publik) 

dewan menunjukan sikap melaksanakan tugas 

Mengajukan professional dalam secara professional 
Badan Anggaran 

permohonan surat Melaksanakan perintah atasan pekerjaan sejalan dengan maka nilai religius, 

tugas mengikuti napat menunjukan sikap integritas visi terwujudnya Setjen akuntabilitas, 

siklus laporan terhadap pekerjaan (Akuntabilitas) dan BK DPR RI yang profesional, dan 

semester APBN Mengikuti rapat di Badan Anggaran professional, andal, integritas pada 

Mengikuti rapat dengan menggunakan Bahasa transparan dan akuntabel Setjen dan BK DPR 

sikius laporan Indonesia yang baik (Nasionalisme) RI dapat diperkuat. 

semester APBN di 
Badan Anggaran  



Mengumpulkan Konsultasi dengan 1. Dokumen data 
lnisiatifmencari berita dan data Mengumpulkan dan Dengan 

data terkait isu mentor untuk pendukung terkait 
pendukung demi menjaga mutu membiasakan din  memilih data secara teliti 

yang dibahas melanjutkan kegiatan isu dalam rapat 
output yang dihasilkan (Komitmen sejalan dengan visi memiliki data yang 

dalam rapat siklus sikius laporan Mutu) akurat dan valid  terwujudnya Setjen dan 
laporan semester Mencari berita - semester. 

BK DPR RI yang maka nilai religius, 

APBN berita dan data Mengumpulkan data yang reliabel 
professional, andal, akuntabilitas. 

pendukung terkait guna menghasilkan hasil analisa 
transparan dan akuntabel profesional, dan 

yang dibahas dalam yang balk (Komitmen Mutu) integritas pada 
rapat sikliis lapnran Mengorganisir dan memilah data Setjen dan BK DPR 
semester APBN dengan rapi (WoG) RI dapat diperkuat. 
Mengelompokan data 
pendukung dan berita 
terkait sikius laporan 
semester APBN 

4 Melakukan analisa I. Konsultasi dengan Draft awal analisis Konsultasi dan kerjasama dengan Memiliki kemampuan Dengan 

terkait 
mentor untuk arahan ringkas cepat yang mentor melalui interaksi yang sopan analisa yang cermat membiasakan din 

perkembangan isu 
menganalisis data sudah diperbaiki; (Etika Publik) sejalan visi terwujudnya menganalisa data 

siklus laporan 2. Me]akukan analisa Draft awal Setjen dan BK DPR RI secara matang dan 

semester APBN dengan Infografis terkait Pengolahan data berdasarkan acuan yang professional, andal, baik maka nilai 

dan menambahkan data ARC yang jelas dan dapat di transparan dan akuntabel religius, 

rekomendasinya pendukung darn 
pertanggungjawabkan akuntabilitas, 

sumber lain (Akuntabilitas dan Komitmen profesional, dan 

Mencetak hasi] mutu) integritas pada 

anal isa Mencetak hasil analisa sebagai Setjen dan BK DPR 
bentuk laporan yang bisa Ri dapat diperkuat. 
dipertanggungjawabkan (Anti 
Korupsi) 



Membuat draft Konsultasi dengan I. Dokurnen catatan 
Melakukan komunikasi dengan Dengan  Melaksanakan evaluasi 

kajian analisis mentor untuk saran dan Analis 
mentor untuk melanjutkan kegiatan terhadap basil pekerjaan membiasakan din 

ringkas cepat melanjutkan APBN lain terkait 
dengan memperhatikan etika (Etika agar kualitasnya mengevaluasi setiap 

kegiatan. draft awal basil 
Publik) maksimal sejalan dengan hasil pekerjaan 

analisis; visi terwujudnya Setjen maka nilai religius, 
Membuat draft kajian Meminta masukan terkait hash I dan BK DPR RI yang akuntabilitas, 
analisis ringkas cepat. 2. Draft Analisis analisa dengan seluruh analis APBN professional, andal, profesional, dan 

Ringkas Cepat guna rnelakukan pengendalian mutu transparan dan akuntabel integritas pada 
Draft Infografis (Komitmen Mutu) Setjen dan BK DPR 

3. Melaksanakan 
Bersedia menerima segala kritik dan RI dapat diperkuat. 

konsultasi dengan 
saran demi peningkatan mutu hash 

seluruh analis APBN. 
analisa (Komitmen Mutu) 

Menyampaikan draft kajian hasil 
Mencatat masukan - perbaikan kepada Icoordinator 
masukan terkait hasil bidang untuk diperiksa untuk 
kajian. menjamin transparansi (Manajemen 

ASN) 

Me]akukan perbaikan 
hasil kajian setelah 
mendapatkan 
masukan dan saran. 

Menyampaikan draft 
kajian hasil perbaikan 
kepada koordinator 
bidang untuk 
diperiksa.  



Publikasi analisis I. Konsultasi dengan I. Dokumen analisis Melakukan evaluasi terhadap hiI 
Menyajikan basil analisis Dengan 

6 
ringkas cepat mentor / korbid ringkas cepat pekerjaan mencerminkan sikap ringkas cepat yang membiasakan din 

terkait draft yang integritas (Akuntabilitas) 
matang sejalan dengan menyajikan 

telah diperiksa 
2. Surat pengantar visi terwujudnya Setjen informasi secara 
hasil kajian Penyajian anal isis ringkas cepat dan BK DPR RI yang utuh dan inatang 

Jika tidak ada yang disajikan dengan konten yang professional, andal, maka nilai religius, 
koreksi, korbid akan mudah dipahami (Komitmen mutu) transparan dan akuntabet akuntabilitas, 
memaraf draft kaj Ian 

Mencetak hasil analisis sebagai profesional, dan 
yang tclah diperiksa 

laporan yang dapat intcgrito3 padu 
untuk diserahkan 

dipertanggungjawabkan (Anti Setjen dan BK DPR 
kepada kepala pusat Korupsi dan Akuntabilitas) RI dapat diperkuat. 
kajian anggaran. 
Kepala pusat kajian 
anggaran akan 
memeriksa kembali 
draft kajian analisis 
ringkas cepat. 

Kajian analisis 
ringkas cepat yang 
telah diparafKapus 
kemudian dicetak dan 
diserahkan ke bagian 
TU 
Pelaksana TU 
menyerahkan hasil 
kaj ian ARC kepada 
pimpinan / anggota 
DPR Ri dengan surat 
pengantar yang 
ditandatangani oleh 
Kapus  



7 Penyusunan I. Konsultasi dengan I. Dokumen Melakukan koordinasi bersama Melakukan penyusunan Dengan 
database terkait mentor terkait database laporan mentor dengan memperhatikan etika database dengan rapi dan membiasakan din 
laporan semester penyajian database semester APBN dalam berkonsultasi (Etika Publik) akuntabel sejalan dengan menyajikan 
APBN laporan semester visi terwujudnya Setjen informasi laporan 

APBN. Mengelompokan isu pembahasan dan BK DPR RI yang semester APBN 
laporan semester APBN dengan baik professional, andal, secara utuh, maka 

Inventarisir isu dan rapi (Komitmen Mutu) transparan dan akuntabel nilai religius, 
pembahasan laporan akuntabilitas, 
semester APBN. Evdluusi setiap hasil pekeijaan profc3ionul, dan 

dengan menambahkan saran dan integritas pada 
Evaluasi penyajian masukan merupakan sikap Setjen dan BK DPR 

database keterbukaan dan integrasi (W0G) R1 dapat diperkuat. 



E. Potensi Kendala Pelaksanaan Kegiatan Aktualisasi 

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan aktualisasi, terdapat beberapa hal yang diidentifikasi 

berpotensi menjadi keridala dalam p laksanaan kegiatan pembuatan videografis terkait produk 

kajian di Pusat Kajian Anggaran. Berikut hal-hal yang diidentifikasi berpotensi menjadi 

kendala selama proses pelaksanaan kegiatan: 

Jadwal sidang yang kadang tidak sesuai dengan yang dijadwalkan. 

Keterlambatan hasal analisis karena waktu pengerjaan yang relative singkat 

Data yang disampaikan dari sekietariat badan anggaran mengalami keterlambatan. 

Waktu yang terbatas untuk melakukan pengumpulan data dan bahan pendukung untuk 

membuat analisis ningkas cepat. 

F. Rancangan Jadwal Kegiatan Aktualisasi 

Kegiatan/ MEI JUNI I 	JULI ASS_ SEPTEMBER 
No 
- TahapanKegiatan IV!IIIUIVIIHHIIVIHHIIVIHIHIV 

 Konsultasi dengan 
pimpinan terkait 
kegiatan aktualisasi. 

 Mengikuti rapat sildus 
laporan semester I  

APBN di Badan 
Anggaran 

 Mengumpulkan data 
terkait isu yang 
dibahas dalam rapat 
siklus laporan 

- semester APBN 
 Melakukan analisa 

terkait perkembangan 
isu sildus laporan  
semester APBN dai 
rekomendasinya.  

 Membuat draft kajian 
analisis ningkas cepat 

 _____________ 
Publikasi analisis 
ringkas cepat 

 
Penyiisunan database 
terkait laporan 
semester APBN  

Keterangan: 
• Libur Hari Raya 
• Jadwal Pelaksanaan Kegiatan 



BAG1AN HI 

PELAKSANAAN AKTUALISASI 

A. Matriks Rancangan Aktuatisasi 

Unit Kerja 	 : 	Pusat Kajian Anggaran 

Identifikasi Isu 	 : 1.Belurn Adanya Database Mengenai Rencana Kerja 
Pernerintah (RKP) 

2.Belum Optimalnya Konsep Kajian Tentang Isu 
Pembahasan Sikius Laporan Semester APBN* 

Belum Tersedianya Perlengkapan P3K Di Ruang Kerja. 

Isu yang Diangkat 	 Belurn Optimalnya Konsep Kajian Tentang Isu 

Pembahasan Sikius Laporan Semester APE3N 

Gagasan terpilih adalah membuat analisis ringkas cepat yang komprehensif terkait sikius 
laporan semester APBN. 



B. Matriks Petaksanaan Akthalisasi 

Kegiatan I Konsultasi dengan pimpinan terkait kegiatan aktttalisasi. 

Tahapan Kegiatan I. Menetapkan tanggal konsultasi; 

Koordinasi dengan sekretaris pimpinan; 
Konsultasi dengan pimpinan terkait pelaksanaan kegiatan aktualisasi. 

Output Lembar konsultasi mentor (terlampir) 
Surat Keterangan Melaksanakan Kegiatan (telampir) 

Tanggal Pelaksanaan 28 Mel s/d 8 Juni 2018 

Hambatan Pada kegiatan 	I 	(satu) ml terdapat tahapan kegiatan yang liarus bertemu 
Iangsung dengan Pimpinan / Kepala Pusat Kajian Anggaran terkait persetujuan 
untuk melaksanakan kegiatan aktualisasi. Penulis tidak memiliki jadwal pasti 
kapan pimpinan ada di ruangan untuk berkonsultasi dan menandatangani Surat 
Keterangan Melaksanakan Kegiatan. 

Solusi PnuIis berkoordinasi dengan staff! sekretaris pimpinan Pusat Kajian Anggaran 
terkait waktu untuk konsultasi dengan atasan. 

Keterkaitan Substansi Tahapan kegiatan I - Pelaksanaan kegiatan konsultasi dengan pimpinan terkait 
Mata Pelatihan kgiatan aktualisasi mi pada intinya merupakan kegiatan permohonan ijin 

sekaligus kegiatan konfirmasi awal terkait visibilitas pelaksanaan kegiatan 
aktualisasi. Hal pertarna yang penulis lakukan adalah berkoordinasi dengan 
mentor terkait 	rencana 	permohonan 	ijin atas pelak.sanaan 	kegiatan 
aktualisasi khususnya produk Analisi Ringkas Cepat (ARC) dan Infografis'. 
Pada hari Senin, 28 Mei 2018 penulis meminta contoh Surat Keterangan 
Melaksanakan Kegiatan (SKMK) kepada StafPenyusun Bahan Kebijakan PKA 
untuk kemudian membuat SKMK kegiatan aktualisasi. Output yang tertera pada 
SKMK merupakan sesuai derigan kesepakatan pada tahap pembuatan rancangan 
atualisasi (Anti korupsi). Kemudian penulis menyampaikari draft SKMK 
tersebut dengan sopan dan beretika kepada mentor untuk kemudian 
diperiksa dan di paraf(Etika Publik). 

Tahapan kegialan 2 - Setelah maksud dan tujuan permohonan izin kegiatan 
melalui SKMK telah disampaikan kepada mentor, tahapan kegiatan selanjutnya 
adalah meminta izin kepada Kepala Pusat Kajian Anggaran. Dengan 
memerhatikan 	etika 	dan 	kesopanan 	(Etika 	Publik), 	niaka 	penulis 
menanyakan terlebih dahulu kepada Staf Penyusun Bahan Kebijakan PKA 
terkait kesediaan Kepala Pusat untuk penulis temul (Whole of Goverment). 

Tahapan kegiatan 3 - Setelah Kepala PKA bersedia untuk diteniul, maka 
dengan sikap hormat dan sopan (Etika Publik) penulis menyampaikan 
maksud dan tujuan yang tertera dalam SKMK dengan menggunakan Bahasa 
Lidonesia yang baik dan benar sehingga penjelasan penulis dapat diterirna 
dengan balk (Nasionalisme). Kepala PKA pun menyetujui SKMK tersebut 
yang kemudian surat tersebut ditandatangani dan menjadi dasar pelaksanaan 
kegiatan aktualisasi mi (Akuntabilitas). 



Kontribusi terhadap Dengan adanya izin dari Kepala Pusat Kaj Ian Artggaran atas pembuatan 
Tusi/Tujuan Organisasi Aialisis Ringkas Cepat (ARC) berserta infograflsnya maka hal tersebut dapat 

menjadi dasar bagi pelaksanaan kegiatan serupa di masa akan datang. 
Dngan pembuatan ARC disertai dengan Infografis mi, penulis telah berupaya 
untuk memudahkan penibaca hasil analisis untuk Iebih mudah memahami isi 
clari analisis tersebut. Dengan adanya kegiatan tersebut, maka penulis telah 
berupaya urituk mewujudkan media komunikasi alternatif berupa Infografis 
sehingga diharapkan 	dapat 	meningkatkan 	kualitas 	dukungan 	kajian 
khususnya bagi Anggota DPR RI dan bagi pembaca secara umum. Dengan 
demikian, kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 
ketercapaian visi organisasi yakni mewujudkan Pusat Kajian Anggaran yang 
akuntabel karena Pusat Kajian Anggaran sebagai supporting system Anggota 
DPR RI 	senantiasa meningkatkan dukungan pelayanannya terkait fungsi 
anggaran. 

Penguatan Nilai Kegiatan 	konsultasi 	terkait 	visibilitas 	pelaksanaan 	kegiatan 	aktualisasi 
Organisasi merupakan suatu upaya untuk berinovasi dalam penyajian produk. Inovasi 

merupakan unsur yang penting sebagai perwujudan dari komitmen untuk 
melakukan perbaikan terus-menerus. Hal mi akan mendororig terwujudnya 
Pusat Kajiari Anggaran yang profesional. 

Kegiatan 2 Mengikuti rapat sikius laporan semester APBN di Badan Anggaran 

Tahapan Kegiatan I. 	Konsultasi dengan mentor terkait arahan niengikuti rapat. 
Mengajukan 	permohonan 	surat 	tugas 	mengikuti 	rapat sikius 	laporan 
semester APBN 
Mengikuti rapat sikius laporan semester APBN di Badan Anggaran 

Output I. Lenibar Konsultasi Mentor (terlampir) 
2. Risalah / notulensi hasil rapat (terlampir) 

Tanggal Pe!aksanaan 17 Juli dan 23 Juli 2018 

Hambatan Dalam siklus Laporan Semester! APBN 2018 terdapat 2 kali rapat yang harus 
diikuti oleh penulis yaitu pada tanggal 	17 Juli dan 23 Juli 2018. Namun 
demikian, pada tanggal 23 Juli 2018 penulis tidak bisa hadir untuk mengikuti 
kegiatan rapat Laporan Semester I APBN 2018 dikarenakan pen ulis sedang 
tugas dinas luar pada tanggal 23 - 25 Juli 2018 untuk mendampingi Anggota 
Dewan yang melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Tengah. 

Solusi Penulis te!ah berkoordinasi dengan mentor terkait ketidakhadiran pen ulis dalam 
mengikuti rapat kedua Laporan Semester I APBN 2018. Solusinya mentor 
mengirimkan notulensi dan bahan rapat kepada penulis. Notulensi dan bahan 
rapat ml yang kemudian dijadikan penulis sebagai bahan untuk mencari isu 
dalarn pembuatan Analisis Ringkas Cepat dan Infografis. 



Keterkaitan Substansi Tihapan kegiatan I - Pada tahap pertama penulis telah berkoordinasi dengan 
Mata Pelatihan mentor terkait dengan teknis pelaksanaan mengikuti rapat pertama dalam sikius 

laporan semester I APBN 2018. Dalam melaksanakan koordinasi, penulis selalu 
berupaya menerapkan nilai Etika Publik dengan memilih waktu yang tepat 
untuk melaksanakan koodinasi dengan mentor. 

Thhapan kegiatan 2 - Sebelum mengikuti rapat Laporan Semester I APBN 
2018 penulis meminta ijin kepada mentor sehingga kegiatan mengikuti rapat di 
Badan Anggaran dapat dipertanggungjawabkan (Akuntabilitas dan Anti 
Korupsi) 

Tahapan kegiatan 3 - Pada tahapan selanjutnya, penulis mengikuti rapat 
Laporan Semester I APHN di Badan Anggaran dengan hadir tepat waktu. 
Carl 	sini 	penulis 	bisa 	mengaplikasikan 	nhlai 	- 	 nilai 	Akuntabilitas 	dan 
Professional terhadap setiap kegiatan yang akan diikuti. Selama mengikuti 
kgiatan rapat, penulis memperhatikan dengan seksama setiap isu yang dibahas 
dalam rapat Laporan Semester. Sehirigga analisis yang dihasilkan bisa akurat 
&in dapat diandalkan sebagai wujud dari nilai - nilai Komitmen Mutu. 

Kontribusi terhadap Kegiatan 	mengikuti 	rapat siklus laporan semester APBN di Badan 
Tusi/Tujuan Organisasi Anggaran dengan hadir tepat waktu dan memperhatikan dengan teliti setiap isu 

yang dibahas didalam rapat Lapsern APBN akan membuat ARC dan infografis 
yang disajikan menjadi Iebih akurat dan sesuai dengan isu - isu yang sedang 
Lierkembang terkait dengan APBN. Dengan tersajinya hasil analisis yang 
akurat serta penyajian 	infografis yang menarik, 	maka diharapkan 	dapat 
memberikan 	kontrihusi 	terhadap 	ketercapaian 	visi 	organisasi 	yakni 
mewujudkan Pusat Kajian Anggaran yang akuntabel karena Pusat Kajian 
Anggaran sebagai supporting system Anggota DPR RI senantiasameningkatkan 
cukungan pelayanannya terkait fungsi anggaran. 

Penguatan Nilai Kegitan mengikuti 	rapat sikius 	laporan semester APBN 	di 	Badan 
Organisasi Anggaran merupakan suatu upaya pengembangan kemampuan di Pusat Kajian 

Anggaran dimana hal 	mi mendukung perwujudan 	nilai 	profesionalisme 
organisasi. Selain itu, kegiatan mi juga merupakan bentuk komitmen dalam 
mewujudkan produk yang berkualitas dimana hal mi mendukung perwujudan 
iilai Akuntabel. 



Kegiatan 3 Mengumpi'lkan data terkait isu yang dibahas dalam rapat sikius laporan 
semester APBN 

Tahapan Kegiatan I. 	Konsultasi cicngan mentor untuk nielanjutkan kegiatan 
Mencari berita - berita dan data pendukung terkait isu yang dibahas dalam 
rapat sikius laporan semester APBN 
Mengelompokan data pendukung dan berita terkait siklus laporan semester 
APBN 

Output I. Lembar Konsultasi Mentor (terlampir); 
2. Dokurnen data pendukung terkait isu dalam rapat sikius laporari semester. 

Tanggal Pelaksanaan 18 Juli s/d 20 September 2018 

Hambatan Adanya keterbatasan dalam memperoleh data dari Kementerian atau Lembaga 
tertentu guna mendukung pembuatan Analisis Ringkas Cepat daa Infografis. 

Solusi Penulis memanfaatkan sumber - sumber informasi lain yang mendukung 
ketersediaan data yang dibutuhkan. Penulis menggali informasi - informasi dan 
website lembaga yang berfokus pada penyediaan data statistik, dalam hal mi 
adalah Badan Pusat Statistik (BPS). Selain itu, penulisjuga menggali informasi 
data yang berasal dari portal statistik milik pemerintah luar negeri. 

Keterkaitan Substansi Tahapan kegiatan I - Pada tahapan pertama, penulis melakukan konsultasi 
Mata Pelatihan deigan mentor terkait data - data apa yang perlu dikumpulkan untuk 

mendukung pembuatan analisis ringkas cepat. Dalam melaksanakan koordinasi 
penulis selalu berupaya menerapkan nilai Etika Publik dengan memilih waktu 
yang tepat untuk melaksanakan koodinasi dengan mentor. 

Ttthapan kegia/wi 2 - Penulis mulai mencari data - data yang dibutuhkan 
dalam pembuatan ARC setelab selesai mengikuti rapat di Badan Anggaran, pada 
masa tersebut penulis berupaya mempelajari dan memilih data— data valid yang 
akan digunakan (Akuntabilitas). Hal mi merupakah salah satu upaya untuk 
memastikan kualitas analisis dan infografis yang akan dihasilkan nantinya. hal 
mi menunjukkan bahwa penulis telah mengaktualisasikan nilai Komitmen 
Mutu. 

Tahapan kegialan 3 - Data pendukung yang telah dicari dan terkumpul, 
kernudian dikelompokan menjadi I folder sembari di catat setiap link sumber 
dari data - data yang ada (Whole of Goverment). Hal mi guna mempermudah 
penulisjika suatu saat penulis rnembutuhkan data tersebut kembali. 

Kontribusi terhadap Mencari dan mengumpulkan data - data yang valid mi merupakan salah satu 
Tusi/Tujuan Organisasi upaya dalam menyajikan setiap analisis akuntabel. Dengan sumber data yang 

disajikan valid dan andal maka diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas 
dari setiap produk kajian di Pusat Kajian anggaran. Sehingga menclukung 
terwujudnya 	Pusat 	Kajian 	Anggaran 	yang 	Profesional, 	Andal, dan 
Akuntabel. 

Penguatan Nilai Kegitan mencari dan mengelompokan data pendukung yang valid terkait sikius 
Organisasi lap')ran semester APBN merupakan suatu upaya peningkatan akuntablitas dan 

kajan analisis yang dihasilkan pada Pusat Kajian Anggaran dimana hal mi 
mendukung perwujudan nilai akuntabilitas organisasi. 



Kegiatan 4 Melakukan analisa terkait perkembangan isu sikius laporan semester 
APBN dan rekomendasinya 

Tahapan Kegiatan I 	KOI)SLIltasi dengan mentor untuk arahan menganalisis data 
Melakukan analisa dengan rnenambahkan data pendukung dari sumber lain 
Mencetak hasil analisa 

Output I. Lembar Konsultasi Mentor (terlampir); 
Draft awal analisis ringkas cepat yang sudah diperbaiki; 
Draft awal Inlografis terkait ARC 

Tanggal Pe!aksanaan 17 Juli sld 20 September 2018 

Hambatan Tidak adanya software yang mendukung untuk pembuatan draft infografis. 

Solusi Mengunduh software desain grafis yang bersifatfree license guna mendukung 
pembuatan infografis. 

Keterkaitan Substansi Taliapan keg/titan 	I - Tahapan pertama yang penulis 	lakukan adalah 
Mata Pelatihan bekonsultasi dengan mentor terkait melakukan analisa. Dalam konsultasi 

tersebut, penulis menyampaikan dengan sopan dan beretika (Etika Publik) 
terkait teknis konsep analisa yang akan dimasukan dalam analisis ringkas cepat. 

Tahapan kegiatan 2 - Setelah rnendapatkan masukan dari mentor terkait 
konsep analisa, maka penulis melakukan tahapan selanjutnya yaitu proses 
analisis setiap 	isu yang akan dijadikan 	bahan pembuatan 	ARC. 	Dalam 
melaksanakan analisis, data disajikan secara transparan sebagai perwujudan 
nilsi Anti Korupsi. Dalam pelaksanaannya setiap selesai membuat analisis 
riruzkas cepat penulis berkoordinasi dengan mentor dan segera mengirimkan 
hasil ARC via email ke mentor untuk diperiksa kembali sebelurn dilakukan 
presentasi masukan untuk seluruh analis APBN di Pusat Kajian Anggaran. 
Sehingga dengan mi penulis telah mengaktualisasikan Whole of Government 
(%oG). 

T&zapan kegiatan 3 - Agar setiap hasil analisis terdokumentasi dengan baik, 
set ap selesai melaksanakan analisis penulis mencetak hasil analisa sementara. 
Cetakan 	draft 	analisis 	sementara merupakan 	wujud 	pengaplikasian 	nilai 
Akuntabilitas. 

Kontribusi terhadap Dengan melaksanakan analisa sesuai konsep dan proses yang sesuai prosedur 
Tusi/Tujuan Organisasi diharapkan hasil kajian yang disajikan menjadi akuntabel dan akurat sesuai 

dengan perkembangan isu yang dibahas dalam Laporan Semester APBN. 
Dengan proses pembuatan Analisa yang akuntabel maka diharapkan dapat 
meningkatkan fungsi dukungan kajian anggaran yang mendukung proses 
pelaksanaan fungsi anggaran Dewan, memperkuat manajemen pengetahuan, 
dan memperkuat pengembangan profesi Analis APBN untuk mew ujudkan 
Puat Kajian Anggaran yang Professional, Andal dan Akuntabel. 

Penguatan Nilai Kegiatan melakukan analisa terkait perkenibangan isu sikius laporan semester 
Organisasi dengan proses dan data yang akuntabel diharapkan mampu mendukung 

perwuj udan nilai Profesionalisme dan Akuntabilitas organisasi. 



Kegatan 5 Mem boat draft kajian analisis ringkas cepat 

Tahapan Kegiatan I. Konsultasi dengan mentor untuk melanjutkan kegiatan. 
Membuat draft kajian analisis ringkas cepat. 
IVelaksanakan konsultasi dengan seluruh analis APBN. 
1v.encatat masukan - masukan terkait hasi! kajian. 
Nelakukan perbaikan hasil kajian setelab mendapatkan masukan dan saran. 
Menyampaikan draft kajian hasil perbaikan kepada koordinator bidang untuk 
diperiksa. 

Output Lembar Konsultasi Mentor (terlampir); 
Dokumen catatan saran dari Analis APBN lain terkait draft awal hasil 
analisis; 
Draft Analisis Ringkas Cepat; 
Draft Infografis. 

Tanggal Pe!aksanaan I Agustus, 21 Agustus, 24 September 2018 

Hambatan Kes .ilitan dalam mencetak draft ARC dan draft Infografis dikarenakan printer 
belurn tersedia. 

Solusi Penulis mencetak surat kegiatan tersebut di tempat rental fotokopi. 

Keterkaitan Substansi Ta/uzpan 	kegialan 	1 	- 	 Tahapan 	pertama yang 	penulis 	lakukan 	adalah 
Mata Pelatihan berkonsultasi dengan mentor terkait jadwal untuk presentasi draft Analisis 

Ringkas Cepat untuk meminta masukan dari Analis APBN di Pusat Kajian 
Angaran. Dalam konsulta.si  tersebut, penulis menyampaikan dengan sopan dan 
beretika (Etika Pubtik). Dari hashl konsultasi tersebut, disepakati jika presentasi 
draft ARC akan dilaksanakan pada tangga! 	I Agustus , 21 Agustus dan 24 
September 2018. 

Tahapan kegialan 2 - Pada tahap kegiatan mi penulis mematangkan kembali 
kon;ep draft  Analisis Ringkas Cepat (ARC). Agar dalam proses presentasi bisa 
dilasanakan secara efektifdan efisien. (Komitmen Mutu) 

Tahapan kegiatan 3 - Pada tahapan mi penulis memaparkan draft kajian ARC.. 

Pemaparan dibuka dan dimodenatoni oleh Ihu Rastri Pararnita, S.E.. M.M selaku 
mertor 	penulis 	dalam 	pelaksanaan 	aktualisasi. 	Tahap 	pertama 	penulis 
meriaparkan terlebih dahulu isi draft kajian yang ada di dalam ARC, selanjutnya 
Analis APBN yang hadir dalam presentasi tersebut memberikan saran dan 
masukan terkait isi dari hasil analisis. Saran yang diberikan bertujuan untuk 
meiiberikan nilai tambah bagi basil analisis itu sendiri (Pelayanan Pubhk) 

Ta!1 apan kegiatan 4 - Sembari mendengakan masukan dari Analis APBN terkait 

draft ARC yang telah dipaparkan, pen ulis mencatat setiap masukan dan saran ke 
dalairi 	buku 	catatan 	(notebook). 	Dengan 	menulis 	setiap 	masukan 	yang 
disampaikan bertujuan untuk rnenghindari masukan yang terlewat ketika penulis 
henJak memperbaiki hash! analisis.(Anti Korupsi) 



Tahapan kegiatan 5 - Selesai niemaparkan draft analisis ringkas cepat, penulis 
segera memperbaiki draft analisis yang telah dikoreksi oleh Analis APBN lain. 
Penulis berupaya memasukan data-data tambahan sesuai dengan rekomendasi dan 
dan saran yang disampaikan oleh Analis APBN di Pusat Kajiari Anggaran pada 
saat pemaparan. Dengan demikian ketika hasil analisis menjadi lebih aku rat dan 
akuritabel. 

Tahapan kegiatan 6 - Setelah melaksanakan perbaikan draft analisis ringkas 
cepa:, penulis melaksanakan koordinasi dengan mentor untuk memeriksa ulang 
draft kajian Analisis Ringkas Cepat yang telab diperbaiki. Draft ARC yang sudah 

diperbaiki, dikirim ke mentor menggunakan email. (Whole of Goverment) 

Kontrihusi terhadap Dengan mengadakan pemaparan draft Analisis Ringkas Cepat ke rekan-rekan 

Tusi/Tujuan Analis APBN di Pusat Kajian Anggaran diharapkan hasil analisis yang nanti 

Organisasi disajikan rnendapatkan hasil yang optimal. Hal mi juga sebagai media untuk 

berbagi pengetahuan sehingga akan berkontribusi dalam mewujudkan tujuan 
organisasi yakni terkait manajemen pengetahuan dan kemudian akan berdampak 
pada terciptanya profesionalitas organisasi melalui pembangunan pro lesionalisme 
pegawainya. 

Penguatan Nilai Dengan mengadakan kegiatan pemaparan draft hasil ARC, artinya organisasi telah 

Organisasi melakukan suatu proses "sharing information" di dalamnya. Dengan adanya 
proses transfer pengetahuan yang baik dalam organisasi, akan mendorong 
kornpetensi dan sernangat inovasi tiap-tiap individu dalam organisasi sehingga 
akan niendorong terwuj udnya organisasi yang profesional. 



kegatan 6 Pirbllkasi analisis ringkas cepat 

Tahapan Kegiatari KonsuLtasi dengan mentor / korbid terkait draft yang telah diperiksa 
Penyerahan ARC dan infografis ke Badan Anggaran 
Mengunggah ARC yang telah diperiksa dan disetujui ke website Pusat Kajian 
Anggaran. 

Output I. Lembar Konsultasi Mentor (terlampir) 
. Tanda Terima Analisis Ringkas Cepat oleh Sekretariat Badan Anggaran 

(terlampir) 
. Analisis Ringkas Cepat yang sudah diupload ke website Pusat Kaj Ian 

A nggaran (Screenshoot terlam pir) 

Tanggal Pelaksanaan 16 Agustus 	5 September 2018 

Hambatan Kirangnya waktu untuk bertemu langsung dengan mentor untuk koordinasi 
penyerahan ARC ke Badan Anggaran. 

Solusi Peu1is dan mentor bersepakat untuk melaksanakan komunikasi melalui pesan 
si ngkat. 

Keterkaitan Substansi Tahapan kegialan 1 - Tahapan pertama yang penulis lakukan adalah 
Mata Pelatihan berkonsultasi dengan mentor untuk konfirmasi draft ARC yang sudah 

diperbaiki. Dalam konsultasi tersebut, penulis menyampaikan dengan sopan 
dan beretika (Etika Publik) 

Tahapan kegiatan 2 - Setelah ARC disetujul, tahap selanjutnya adalah 
penyerahan ARC dan infografis ke Sekretariat Badan Anggaran. Dalam proses 
mi, setelah hasil kajian diterima oleh sekretariat Badan Anggaran penulis 
meminta surat tanda terima sebagai bukti dan perwujudan nilai - nilai 
Akuntabilitas. Sebelum diserahkan ke Bangar, penulis memastikan ARC dan 
infografis disajikan dengan optimal sebagai bentuk Komitmen Mutu dan 
Pelayanan Publik 

Tahapan kegiatan 3 - Setelah draft  ARC diperiksa dan disetujui, penulis 
berkoordinasi dengan mentor agar mengunggah ARC ke dalam website Pusat 
Kajian Anggaran. Sehingga dengan mi penulis tefah mengaktualisasikan Whole 

of Government (WoG) dan Akuntabilitas 

Kontribusi terhadap Dengan melakukan publikasi lerhadap hasil kajian analisis ringkas cepat, hal 
Tusi/Tujuan Organisasi tersebut 	dapat 	meningkatkan 	fungsi 	dukungan 	kajian 	anggaran 	yang 

mendukung proses pelaksanaan fungsi anggaran Dewan. Dengan pegawai yang 
akuntabel terhadap pekerjaannya turut mendukung bagi terwujudnya Pusat 
Kajian Anggaran yang Akuntabel. 

Penguatan Nilai Dengan melakukan publikasi terhadap hasil analisis ringkas cepat yang telah 
Organisasi dhlikukan, hal tersebut dapat menunjukkan komitmen untuk menegakkan nilal 

akuntabilitas dan dapat berkontribusi dalam mewujudkan organisasi yang 
akuntabel. 



Kegiatan 7 Penyusunan database terkait laporan semester APBN 

Tahapan Kegiatan I. Konsultasi 	dengan 	mentor terkait 	penyajian database laporan 	semester 
APBN. 
Inventarisir Rencana Kerja Pemerintah 2008-2018. 
Evaluasi penyajian database 

Output I. Lembar Konsultasi Mentor (terlampir) 
2. File database Rencana Kerja Pemerintah (terlampir) 

Tanggal Pelaksanaan 16 Agustus - 30 September 2018 

Hambatan Adanya keterbatasan untuk memperoleh data Rencana Kerja Pemerintah yang 
bersumber dari Kernenterian I Lembaga secara langsung. 

Solusi Penulis mencari data menggunakan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 
(LKPP) serta data yang bersumber dari Kementerian PPN IBappenas. 

Keterkaitan Substansi Thhapan kegiatan I - Pada tahapan kegiatan pertama ml penulis berkoordinasi 
Mata Pelatihan telebih dahulu dengan mentor terkait dokumen database apa yang akan 

disajikan terkait Laporan Semester APBN. Penulis memilih waktu yang tepat 
urituk berkonsultasi dengan mentor yang merupakan wujud dari Etika Publik. 
Mentor dan penulis sepakat untuk menyajikan database terkait Rencana Kerja 
Pemerintah dalam 10 tahun terakhir (Tahun 2008 - 2018). Penyajian RKP 

selama 10 tahun bertujuan untuk menunjang penguatan data analisis. Hal mi 
inerupakan bentuk perwujudan Komitmen IViutu. 

T2lwpan kegiatan 2 - Selanjutnya pen ulis mulai mencari data - data Rencana 
Kerja Pemerintah dimulai dari tahun 2008 hinggatahun 2018. Selanjutnya data 
data yang terkumpul kemudian dikelompokan menjadi satu folder. Hal mi 
sehagai perwujudan ni lai Akuntabilitas. 

Tahapan kegiatan 3 - Setelah data terkumpul penulis berkoordinasi kembali 
dengan mentor terkait konsep penyajian database. Pada saat berkomunikasi, 
pnuIis mengedepankan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar 
sebagal 	hentuk 	perwujudan 	nilai 	- 	 nilal 	Nasionalisme. 	Mentor 
merekomendasikan untuk disajikan kedalam format Microsoft Excel agar lebih 
mudah dan efisien. Whole of Goverment (WoG) 

Kontribusi terhadap Dengan membuat database Rencana Kerja Pemerintah 	akan 	membantu 

Tusi/Tujuan Organisasi memudahkan analis APBN khususnya untuk menunjang pembuatan anal isis, hal 

tersehut 	dapat 	meningkatkan 	fungsi 	dukungan 	kajian 	anggaran 	yang 
mendukung proses pelaksanaan fungsi anggaran Dewan. Dengan pegawai yang 
akuntabel terhadap pekerjaannya turut mendukung bagi terwujudnya Pusat 
Kajian Anggaran yang Andal dan Akuntabel. 

Penguatan Nilai Dengan pembuatan database rencana kerja pemerintah, hal tersebut dapat 

Organisasi menunjukkan komitmen untuk menegakkan nilai akuntabilitas dan dapat 
erkontnibusi dalam mewujudkan organisasi yang akuntabel. 



C. Realisasi Jadwal Pelaksanaan Aktualisasi 

No. Kegiatan/tahapan kegiatan Me4 Jt1m Jul! I 	A ustus September 

I Konsultasi deiigaii pimpjn terkait kegiatan aktiialisasi. 
1.1 tvlcnetapkan tangga I kotisul asi - - - 
1.2 Koordinasi dengan sekretaris pimpinan - - 
1.3 Konsultasi dengan pimpinan terkait pelaksanaan kegiatan aktualisasi - 
2 iMengilitili rapat sikitis laporan semester APBN di Badan Anggaran 

2.1 Konsultasidengan mentor terkait aruhan mengikuti rapat. - 
2.2 Menajukaii permohonan surat tugas mengikuli rapat siklus laporan semester APBN - 
2.3 Mengikuti rapat sikius laporan semester A['BN di Badan Anggaran - 

3 Mengumpulkan data lerkail isu yang dibahas dalam rapat sikitis laporan scmcster APBN 
3.1 Konsultasi dengan mentor untuk mclanjLitkan kegiatan 
3.2 Mencari herita - berita dan data pendukung terkait isu yang clihahas dalarn rapat sikius laporan semester APBN 

- - 
13 Mengelompokan data pendukung dan berita terkait sikius laporan semester APBN  

4 Melakukan analisa terkait perkembangan isu sikius laporan semester APBN dan rekomendaslnya 
ti Konsultasi dengan mentor untuk arahan menganalisis data - 
4.2 Melakukan analisa clengan nienambahkan data pendukung dari sumber lain 
4.3 \'lencetak hasil Analisa 

- - 
5 IMenibuat draft kajian analisis ringkas cepat - 

5.1 lKonstillasi dengan mentor untuk melanjutkan kegiatan - 
5.2 Membuat draft kajian analisis ringkas cepat - 
5.3 Melaksanakan konsultasi dengan seluruh analis APBN - 
5.4 Mencatat masukan - masukan terkait hasil kajian - 
5.5 Melakukan perbaikan hasil kajian setelah mendapatkan masukan dan saran. 
5.6 Menyampaikan draft kajian hasil perbaikan kepada koordinator bidang untuk diperiksa. - 
6 Publikasi anatisis ringkas cepat - 

6.1 Konsultasi dengan mentor / korbid terkait draft yang telah diperiksa - 
6.2 - Jika ticlak ada koreksi, korbid akan memaraf draft kajian yang telah diperiksa untuk diserahkan kepada Kepala Pusat 

Kajian Anggaran. - 
6.3 Kepala pusat kajian anggaran akan memeriksa kembali draft kajian analisis ringkas cepat. - 
6.4 Kjjan analisis ringkas cepat yang telah diparafKapus kemudian dicetak dan diserahkan ke bagian TU - 
6.5 - Pelaksana TV menyerahkan hasil kajian ARC kepacla pimpinan / anggota DPR RI dengansurat pengantar yang 

ditandatangani oleh Kapus - 
L Penyusunan database terkalt Reneara KerJa  Pemerintah 
7.1 Korisultasi dengan mentor terkait penyajian database Rencana Kerja Pemcrintah. 
7.2 Inventarisir Rencana Kerja Pemerintah 
7.3 Evaluasi penyaj ian database 

• Pelaksanaan Aktual 	 • Libur Lebaran 



Berdasarkan tabel di atas, terdapat tiga kegiatan yang mengalami perubahan dari jadwal yang 

teretera pada rancangan awal, kegiatan tersebut adalah: 

Mengikuti rapat sikius laporan semester APBN di Badan Anggaran. 

Dalam rancangan aktualisasi yakni untuk tahapan kegiatan nomor 2.2 terkait dengan jadwal 

mengikuti rapat Laporan Semester I APBN 2018 di Badan Anggaran yang pada awalnya 

direncanakan pada rninggu pertama dan minggu kedua bulanjuli 2018, namun realisasi tahapan 

kegiatan tersebut di!aksanakan pada minggu ketiga dan keempat yaitu tanggal 17 dan 23 Juli 

2018. IJntuk rapatke-2 Laporan Semester APBN 12018, penulis berhalangan hadir mengikuti 

rapat dikarenakan sedarig melaksanakan tugas dinas luar dalarn rangka memberikan dukungan 

keahlian kepada Anggota BAKN yang sedang irielaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa 

Tengah padatanggal 23 —25juli 2018. 

Membuat draft kajian anatisis ringkas cepat. 

Dikarenakan jadwal rapat yang bergeser dari jadwal yang diperkirakan, kegiatan pembuatan 

draft kajian analisis rinkas cepatjuga mengalami pergeseranjadwal. Namun demikian hingga 

waktu aktualisasi selesai, semua kegiatan dan target output telah terselesaikan dengan balk. 

Publikasi analisis ringkas cepat. 

Jadwal untuk tahapan publikasi analisis ringkas cepat disesuaikan dengan waktu penyelesaian 

draft analisis ringkas cepat. Dikarenakan waktu pembuatan draft analisis ringkas cepat yang 

bergeser dari jadwaf yang sudah ditentukan, waktu untuk publikasi analisis ringkas cepatnya 

juga mengalami pergeseranjadwal. 
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BAGL&N IV 
PENUTUP 

A. Kesimpulan 
Atas pelaksanaan kegiatan aktualisasi yang dilaksanakan di Pusat Kajian Anggaran Badan 

Keahlian DPR RI, maka telah diaktualisasikan pula nilai-nilai dasar PNS serta pengetahuan 

kedudukan dan peran PNS dalam N KR!. Tujuh kegiatan yang te!ah diaktualisasikan di tempat 

kerja selama rentang waktu 23 Mei sampai dengan 30 September 2018 yaitu: 

Berkoordinasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran, mentor, dan Analis APBN di Pusat 

Kajian Anggaran, kegiatan aktualisasi dengan nilai-nilai dasar yang diaktualisasikan 

adalah etika publik, akuntabilitas, anti korupsi, komitmen mutu dan Whole of Government. 

Mengikuti rapat Laporan Semester I APBN 2018 di Badan Anggaran dengan nilai-nilai 

dasar yang diaktualisasikan adalah etika publik, nasionalisme, akuntabilitas, dan komitmen 

mutu. 

Mengumpulkan data terkait isu yang dibahas dalam rapat sikius laporan semester APBN 

dengan nilai-nilai dasar yang diaktua!isasikan adalah akuntabilitas, komitmen mutu, anti 

korupsi dan Whole of Goverment (WoG), 

Melakukan anaIia terkait perkembangan isu siklus laporan semester APBN dan 

rekomendasinya dengan nilai-nilai dasar yang diaktualisasikan adalah akuntabilitas, anti 

korupsi, komitmen mutu dan Whole of Goverment (WoG).. 

Membuat draft kajian analisis ringkas cepat dengan nilai-nilai dasar yang diaktualisasikan 

ada!ah etika publik, akuntabilitas, Whole of Goverment (WoG), anti korupsi dan pelayanan 

publik. 

Publikasi analisis ringkas cepat dengan ni!ai-nilai dasar yang diaktualisasikan adalah etika 

publik, akuntabilitas, Whole of Goverment (WoG, komitmen mutu, dan pelayanan publik. 

Penyusunan database terkait laporan semester APBN dengan nilai-nilai dasar yang 

diaktualisasika pelayanan publik, komitmen mutu, akuntabilitas dan etika publik. 

Pembelajaran yang didapat dari kegiatan aktualisasi dengan mengaktualisasikan nh!ai-niai 

dasar PNS serta mengetahui peran dan kedudukan PNS dalam NKRI adalah mewujudkan nilai 

nil ai akuntabi I itas dalam melaksanakan pekerjaan, mengedepankan semangat nasional isme 

diatas kepentingan pribadi maupun golongan, menerapkan standar etika publik dalam perilaku 

kerja dan keseharian, senantisa berkomitmen dalam meningkatkan mutu pelaksanaan tugas 

jabatan, dan tidak inelakukan praktik korupsi di lingkungan kerja. 
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Jika dalam melaksanakan ketujuh kegiatan di atas tanpa didasari ni!ai-nilai dasar PNS dan 

pengetahuan tentang kedudukan PNS dalam NKRI maka hasil pekerjaan akan kurang optimal 

sehingga menyebabkan tujuan organisasi juga tidak tercapai secara optimal. 

Saran 

Selama proses pembelajaran kiasikal maupun non kiasikal dalam rangkaian pendidikan dan 

pelatihan dasar (Dikiatsar) CPNS DPR RI termasuk pelaksanaan program aktualisasi mi, 

maka terdapat beberapa saran dimana penulis berharap melalui kegiatan dan laporan 

aktualisasi ml bisa mnjadi salah satu gagasan yang dapat dikembangkan dan berkelanjutan 

sehingga tidak hanya terhenti sebagai gagasan prasyarat dalarn program dikiatsar CPNS. 

Penyediaan Analisis Ringkas Cepat beserta infografis dalam sikius Laporan Semester APBN 

2018 diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mendukung akuntabilitas dan 

profesionalisme dari organisasi. Dan harapan utamanya agar hal mi dapat menjadi nilal 

tambah bagi organisasi. 

Rencana Tindak Lanjut 

Agar kegiatan aktualisasi mi bisa menjadi salah satu gagasan yang dapat dikembangkan dan 

berkelanjutan serta tidak hanya terhenti sebagai gagasan prasyarat dalam program diklatsar 

CPNS maka penulis akan berupaya: 

I. Menyempurnakan konsep analisis ringkas cepat. 

Menyempurnakan infografis dan penyajian data base RKP. 

Menyempurnakan konsep data base yang sudah ada dan di unggah ke cloud hosting. 
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LAMPIRAN KEGIATAN 1 
Konsultasi den gan pinipinan terkait kegiatan 

aktualisasi 
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SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONEStA 
JL. ENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 1C270 

TELP. (021)5715730 FAX. (021)5715933 LAMAN :www.dprgo.id 

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN KEGATAN 
NOMOR: BK3'G /SETJEN DPR RI/PA! o5/2018 

Yang bertanda tangan di bawah ini, K3paIa Pusat Kajian Anggaran Badan Keahian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa: 

Nama Slamet Ohut Fadli, S . E. 
NP : 199405272018011003 
Jabatan : Calon Analis APBN AhIi Pertama 
Unit Kerja : Pusat Kajian Anggaran DPR RI 

Adalah benar CPNS Golongan III Setjen dan BK DPR RI yang melaksanakan kegiatan aktualisasi rnulai tanggal 28 Mei 2018-30 
September 2018. Adapun kegiatan aktualisasi yang dilakukan adalah melakukan pembuatan Analisis Ringkas Cepat yang 
Komprehensifterkait SikIus Laporan Semester APBN dengan output maksimal 10 dokumen Analis Ringkas Cepat. 

Demikian Surat Keterangan mi dibuat agar dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. 

Jakarta, 28 Mel 2018 
Kepala Pusat Kajian Anggaran, - 

 "~ 
F - 

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, SE., M.Si 
NIP, 19710911 199703 1005 



LAMPIRAN KEGIATAN 2 

Men gikuti rapat sikius laporan semester 
APBN di Badan Anggaran 
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Dokumentasi Kegiatan 2 : Rapat cli Badan Anggaran 

L: 
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LAPORAN 

RAPAT KERJA PENYAMPAIAN KETERANGAN PEMER1NTAH AlAS REAL1SASI DAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBN TA. 2017 DAN PROGNOSIS TA. 2018 BERSAMA MENTERI 

KEUANGAN DAN GUBERNUR BANK INDONESIA 

Selasa, 17 Juli 2018, Pukul 13.00 s.d. 16.00 WIB 

Isu-isu yang Disampaikan Anggota Banggar dalam Rapat Kerja: 

1. Parameter Kemiskinan. Meminta penjelasan Menteri Keuangan terkait parameter kemiskinan karena 

melihat di sosial media bahwa pendapatan datam rangka menitai kinerja pemerintah datam 

mewujudkan kesejahteraar rakyat. 

2. Pengaruh InfrastrukturTerhacfap Pertumbuhan Ekonomi. Dana yang digetontorkan besar namun tidak 

signifikan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonorni. Ada sesuatu yang tidak wajar dan 

kinerja pemerintah bidang ekonomi. Pemerintah semestinya rnelakukan skata prioritas atas terhadap 

infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat. Dimana infrastruktur telah naik sejak tahun 2012 hingga 

tahun 2018, dengan anggaran yang naik dari Rp150 Tritiun*) menjadi Rp440 tri!iun. Contoh tidak 

siginifikannya infrastruktur terhadap pertumbuhan, diantaranya: 

Semen dan Baja Lokal. tnfrastruktur dibangun dengan anggaran besar namun penggunaan semen 

dan baja tokat masih sangat kecil. 

Subkontraktor. Telah terjadi kebangkrutan yang luar biasa terhadap subkontraktor-subkontraktor. 

Dari 80 ribu subkontraktor, 37 ribu diantaranya telah bangkrut dan sisanya tinggal 43 ribu yang 

merupakan aset bangsa. 

Tot Laut. Tol taut perli di kaji kembali, karena tol taut tidak berdampak kepada masyarakat 

disebabkan tidak dipantau oleh pemerintah. Harga barang di daerah yang ditewati tot taut tetap 

mahal karena mengikuti mekanisme pasar. Selain itu, harga barang yang melalui tot taut Iebih mahal 

dibandingkan yang tidak melalui tot taut 

Bandara Kertajati. Saat mi baru ada satu maskapai penerbangan BUMN (Cititink) itu pun dengan 

penugasan. Akses ke bandara dirasa cukup sulit terkait jarak tempuh. 

Jembatan dari Batulicin ke Pulau Laut. Pemerintah membangun jembatan terpanjang di Indonesia 

yaitu dari Batu Licin ke D u l au  Laut, dimana Putau Laut itu terdiri dan 60% kawasan hutan tindung 

yang tidak dapat dilakukan pernbangunan untuk kepentingan masyarakat. Jembatan mi tidak ada di 

dalam Program Strategis Nasionat (PSN). 

Waduk Pasir Loreng. Ketidaktepatannya pembangunan waduk berbiaya Rp2,1 Tritiun yang 

diharapkan untuk dapat nengatasi banjir di Kabupaten Wajo. Karena seharusnya pemerintah cukup 

dengan menangani pendangkalan di Danau Tempe. 

Pembangunan Bandara Balikpapan, Bandara Samarinda, dan tot Batikpapan-Samarinda. 

Pemerintah sehe!umnya tetah membangun Bandara di Ba!ikpapan dengan dana Rp2 Tritiun dengan 

kapasitas 15 juta penumpang, kemudian hendak dibangun tol dari Samarinda ke Balikpapan sebagai 

akses ke Bandara, akan tetapi kemudian juga dibangun Bandara di Samarinda, menyebabkan 

bandaranya mati dan jatan tot menjadi tidak taku. 

3. Pengendatian Impor. Hentikan impor yang sudah captive, seperti impor beras, gula, dli. Pemerintah 

harus dapat memaksa BUMN menggunakan dana PMN yang ditanam untuk mernenuhi kebutuhan 

datam negeri. Dana PNM :ahun 2015 di BUMN masih banyak yang belum digunakan. Padahal 

harapannya dengan adanya PNM dapat meleverage kinerja BUMN dalam menjalankan fungsinya 
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. Iax/mnesty.Jika basil tax amnesty yang berada di luar negeri dapat ditarik ke dalam negeri pada tahun 

2018, maka kin@rja kGuangan pemrintah akari lebih balk !agi. 

Cadangan Devisa. Apakah benar stabilisasi pasar telah mencapal USD 3 Miliar, jika memang demikian 

cadangan devisa bisa habis. Perlu mempertimbangkan kondisi cadangan devisa dalam penggunaannya 

untuk menstabilkan nilal tukar. B1 harus kerja keras dalam menciptakan kondisi nilai tukar melalui 

perbaikan ekonomi sehingga tidak terlalu membebankan cadangan devisa. 

Target Pertumbuhan Ekonomi B!. Range pertumbuhan ekonomi yang ada di outlook sebaiknya tidak 

terlalu besar dan akurat seperti yang dilakukan oleh institusi luar negeri. 

Apresiasi Kinerja Pemerintah, Mengapresiasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk 

LKPP 2017. 

Tata Kelola Fiskal. Capaian pembangunan dalam 3 tahun yang ditunjukan oleh angka acuan gini ratio 

pada awal pemerintahan di tahun 2015 berada pada 0,4 sekarang dapat diperkecil menjadi 0,389. hal 

ni perlu didukung dalam rEngka memperkecil disparitas dan menunjukan tatakelola fiskal telah berada 

di jalur yang tepat. 

Disiplin Fiskal dan Pembelanjaan. Dinilai tepat sasaran, dimana tingkat kemiskinan dari 11,13 persen 

di tahun 2015 menjadi single digit 9,82 persen 1  di semester I tahun 2018. 

Penerimaan Negara. Target penerimaan negara sebesar Rp8,3 Triliun*)  di akhir tahun 2018 agar 

dapat dijaga dengan balk dan defisit dikisaran 2,12 persen dapat dijaga. 

Primary Balance. Primary balance terus-menerus mengecil namun kapankah keseimbangan primer 
kita menjadi positif. 

8. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. Perlu dievaluasi apa yang menyebabkan penyerapan DAK menjadi 

tidak optimal. 

Evaluasi penurunan penyerapan DAK Fisik dengan APBD. Dilakukan pencermatan apakah 

rendahanya penyerapan DAK Fisik juga terjadi pada rendahnya penyerapan APBD khususnya 

terhddap program-program pembangunan. Perlunya dilakukan koordinasi dengan Kementerian 

terkait agar serapan yang rendah dapat ditingkatkan. 

Evaluasi Skema DAK. Seharusnya dilakukan evaluasi skema DAK mulai dari skema pengusulan hingga 

penetapan anggaran DAK Fisik. Serapan DAK Fisik tidak maksimal disebabkan pengusulan pagu 

anggaran yang ditetapkan dilakukan pada saat APBD telah berproses. 

Kendala Pelaporan SPJ, Penyerapan DAK in-line dengan dokumen Surat Pertanggungjawaban yang 
dibuat menghabiskan vaktu, banyakform dan aplikasi yang harus dikerjakan. 

Tahapan Pencairan Dana. Saat mi terdapat empat tahapan penyaluran dana yang jaraknya 

berdekatan saw dengan yang lain, diusulkan agar dibagi dalarn dua termin saja. 

Juknis dan Jukiak. Mengusulkan agar Juknis dan Juklak tidak telat diberikan ke daerah serta dibuat 

dengan memperhatikan kebutuhan di daerah. 

DAK Satu Pintu. Mekanisme pengusulan DAK agar dibuat satu pintu supaya ada efisiensi kinerja 
pemerintahan. 

*) Rekaman Rapat Kerja Badan Anggaran bersama Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia Tanggal 17 Juli 2018. 
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LAPO RAN 

RAPAT PANJA BANGGAR MEMBAHAS KESIMPULAN LAPORAN REALISASI SEMESTER I DAN 

PROGNOSIS SEMESTER II APBN TA 2018 BERSAMA KEMENTERIAN KEUANGAN 

Rabu, 23 Ju 2018, Pukul 12.00 s.d. 14.00WIB 

Isu-isu dalam rapat pembahasan kesimpulan laporan realisasi Semester I dan Prognosis 

Semester II APBN TA 2018, diantaranya: 

I. Rekomendasi Dalam Laporan Panja. Forum rapat bertanya mengapa rekomendasi tidak 

dicantumkan dalam kesimpuJan laporan mi atau cukup disimpulkan saja karena mi hanya 

me!aporkan yang suiah berjalan. 

Perang Dagang Amerika Serikat dan Tiongkok. Forum rapat bertanya mengenai strategi 

pemerintah dalam menghadapi dampak dari perang dagang mi. 

Pengendalian Nilai Tukar. Bank Indonesia harus punya timing kebijakan yang tepat, 

cermat, dan cepat. BI tidak bisa selalu ada dalam pasar. BI harus memastikan jangan 

sampai kecepatan pelernahan Rupiah melebihi kecepatan intervensi BI. Nilal tukar yang 

naik akan memengaruhm harga kebutuhan rumah tangga juga ikut naik atau mahal. 

Lonjakan harga mi d harapkan tidak terjadi di semester II tahun 2018. 

Strategi Pemerintah Di Semester II. Bagaimana strategi pemerintah di semester II tahun 

2018 agar APBN yang dianggarkan bisa berjalan dan terealisasi dengan balk. 

Target PNBP Berupa Divideni BUMN. Diharapkan terjadi leverage atas PBNP BUMN 

mengingattelah digelontorkannya PMN yang demikian besar sejak 2013 s.d. 2016. Target 

PNBP BUMN diharapkan tidak hanya 13 persen tetapi bisa Iebih dari itu dan jika bisa 

hingga 100 persen, apalagi BUMN telah diberi prioritas untuk membangun infrastruktur 

dengn adanya anggaran infrastruktur yang telah naik dari Rp150 triliun menjadi Rp440 

triIiun dan yang telah menyebabkan matinya usaha 26 ribu subkontraktor dalam 2-3 

tahun belakangan in]. 

Pertumbuhan EkonDmj. Pertumbuhan ekonomi berada 5,01 persen yang berarti jauh 

dari target 5,4 persen s.d. 6,1 persen pada semester I tahun 2018. Namun, di prognosis 

semester II tahun 2018 mengapa hanya ditargetkan sebesar 5,3 persen sehinggga 

pertumbuhan ekoncmi rata-rata nantinya sebesar 5,2 persen. Pemerintah harus optimis 

untuk menargetkan pertumbuhan ekonomi di semester II 2018. Kejarlah target terlebih 

dulu, apabila setelah dikejar ternyata tidak tercapal itu tidak menjadi persoalan. Target 

pertumbuhan ekonomi 5,8 persen semestinya bisa tercapai jika 16 paket kebijakan itu 

betul-betul dievalua5j dan semuanya berjalan maksimal. 

Dana Desa dan Dukungan Terhadap Swasembada Pangan. Swasembada tidak terjadi 

karena dana desa belum dievaluasi, apakah dana desa itu bisa memberikan swasembada 

pangan dengan berar. Desa jangan dibuat menjadi kota, namun tetap menjadi desa 

ljPusa L.jan 	 n Biic!i 	 RI 



dengan harapan target pendapatan orang desa meningkat seperti di Tiongkok, dimana 

pendapatan petani bisa naik hingga 10 kali lipat. Dengan dana desa diharapkan mampu 

berkontrjbusj dalam swasembada pangan, sehingga tidak perlu lagi melakukan impor 

beras, kedelal, dli. 

S. Peningkatan Cukai Rokok. Informasi dari Bea dan Cukai, bahwa tarif cukai rokok akan 

dinaikan, apakah ml masuk dalam prognosis 2018 semester ii? Harus berhati-hati dalam 

menaikkan cukai rkok karena rokok saat mi sudah menjadi kebutuhan pokok 

masyarakat. Khawatirnya, ketika cukai rokok naik, masyarakat akan mengorbankan 

kebutuhan pokok yang lain. Jika ini dinaikkan maka kebutuhan pokok masyarakat bisa 

tergerus. mi bersifat kontraproduktif, jadi rnohon agar dicari sumber penerimaan lainnya 

selain cukal rokok karena bisa mematikan usaha jutaan pedagang rokok dan pelinting 

rokok. Ini akan membuat ekonomi tergerus padahal pendapatan kedua terbesar APBN 

adalah dari cukai ro ko k*) .  

9. Impor Peralatan dan Obat-Obatan Untuk Keperluan AS/AN Games. Terdapat peralatan 

dan obat-obatan yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri yang mendukung 

peiaksanaan ASIAN Gam&s perlu dibeni kernudahan dalam melakukan impor. Mohon 

dalam hal ml Keme - iterian Keuangan bisa membantu mengeluarkan peraturan khusus 

untuk membantu cabang-cabang olahraga sehingga bisa mempermudah atlet nasional 

untuk bisa Iebih berprestasi. 

*) Rekaman Rapat Panja Badan Anggaran bersama Kementerian Keuangan Tanggal 23 Juli 2018. 
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Daftar Sumber Data Pendukurig Analisis Ringkas Cepat 

Dalam rangka mendukung pembuatan Analisis Ringkas Cepat, penulis menambahkan data - 
data yang bersumber dar: 

No Nama Sumber Data Sumber 
 Kementerian Keuangan RUU APBN, Nota Keuangan. APBN 
 Badan Pusat Statistik Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor 

Menurut Komoditi HS, Juli 2018 
Laporan Perekonornian Indonesia 2018 

 Badan Pemeriksa Keuangan Ikhtisar Hasil Penieriksaan BPK 
Laporan Hasil Perneriksaan BPK 

 Kernenterian Desa Data penggunaan dana desa tahun 2015 s/d tahun 2017 
Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transrnigrasi  

 Lembaga Manajemen FEB Data KornparatifBUMN Holding Indonesia, Singapura dan 
tJniversitas Indonesia Malaysia 

 The Census Berau of United Data Ekspor dan Impor Amerika Serikat & China 
States 

 Institute For Development Of Diskusi Dwi Bulanan INDEF tentang UU PMK 146/20 17 
Economics And Finance  

 Jurnal Pendukung lain  
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Terhambatnya Pembarigunan Infrastruktur di Daerah Akibat Belum 

Optimalrava Penyerapan DAK Fisik Semester I Tahun 2018 

Dalam rapat kerja penyampaian keterangan pemerintah atas realisasi dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBN semester I 2018 antara Badan Anggaran 

DPR RI, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia tanggal 17 Juli 2018, 

Pemerintah menyamçaikan adanya sejumlah masalah dalam pe]aksanaan realisasi 

APBN di semester pertama tahun 2018. Salah satu masalah yang disoroti adalah 

lernahnya realisasi penyerapan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) pada 

semester 12018. 

DAK fisik adalah dana yang dialokasikan dalarn APBN kepada daerah tertentu 

dengan tujuan untuk membantu rnendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan 

urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pada tahun 2018 pemerintah 

mengalokasikan DAK Fisik sebesar Rp62,43 triliun dimana proses penyalurannya 

dibagi dalam 3 tahap. Untuk tahap I penyaluran sebesar 25% dan pagu alokasi yang 

pencairannya di1aksankan antara bulan Februari - Juli 201 S. 

Berdasarkan laporan darl Kernenterian Keuangan rca1isas penyL'rapan DAK fisik 

pada semester I 2018 hanya sebesar Rp7,8 triliun atau 12,4% terhadap APBN. 

Jum!ah mi menurun drastis dibandingkan dengan realisasi semester I pada tahun 

2017 yang mencapai Rp17.4 tniliun atau 25,1% terhadap APBN. Berdasarkan laporan 

darl Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, penyebab 

dari menuruimya realisasi penyerapan DAK Fisik pada semester pertama tahun 2018 

akibat adanya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Pergantian pucuk 

kepemimpinan di daerah berdampak pada kebijakan pembuatan kontrak proyek 

infrastruktur. Kurang sinkronnya perencanaan antara kementerianllembaga dan 

daerah juga menjadi penyebab keterlambatan penyaluran DAK Fisik pada semester 

mi. 

Merosotnya realisasi penyerapan DAK fisik mi hams menjadi fokus evaluasi 

pemerintah. Jika DAK Fisik dapat terserap dengan baik rnaka akan mampu 

mendorong program prioritas kerja pernerintah. Pertumbuhan infrastruktur dapat 

membantu pemerataan pertumbuhan ekonomj. Infrastrukt -ur seperti jalan dan 

jembatan dapat mengintegrasikan daerah satu dengan yang lainnya. Pernerintah perlu 

nleningkatkan koordinasi dengan daerah penerima DAK Fisik. Selain itu penguatan 

kornunikasi antar lembaga terkait seperti Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Bappenas) dan Direktjrat Jenderal Anggaran pada saat penyusunan anggaran akan 

meminimalisir teriarnbatnya pencairan DAK Fisik. 
zn 



Menirnbang Efektifitas Penyertaan Modal Negara Untuk BUMN 

Tugas dan fungsi penatausahaan Penyertaan Modal oleh pemerintah merupakan konsekuensi 

kepemilikari modal pemerintah pada Badari Usaha Milik Negara (BUMN). Berdasarkan RUU APBN 

2019 pemerintah menganggarkan 17,8 triliun untuk menyuntik modal pada 3 BUMN yaitu PT. 

Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Hutama Karya, dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero). 

Dalam perkembangannya, kebijakan pemerintah untuk menyertakan modalnya pada BUMN tidak 

selalu berbanding lurus dengan kinerja BUMN. Beberapa BUMN malah merugi setelah mendapatkan 

suntikan dana dari negara. 

Penyrtaan Modal Negara 
Tahun 2015 - 2019 
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Pada periode tahun 2015-2016 penyertaan 

modal negara untuk BUMN meningkat 

cukup signfikan dibanding tahun-tahun 

sebelumnya. Hal ml sejalan dengan 

kebijakan pemerintah yang 

mengalokasikan investasi kepada BUMN 

yang merUpakan agen pembangunan 

dapat berperan aktif dalam mendukung 

program prioritas nasional (Nawacita). 

Namun, pada 2017 pemerintah 

menurunkan alokasi anggaran PMN ke 

BUMN sesual arah kebijakan pembiayaan 

investasi untuk mendorong kemandirian 

BUMN. lnvestasi pemerintah ke BUMN 

pada 2017 turun 87 persen menjadi Rp 6,4 

triliun dibanding tahun sebelumnya. 

Jika dibandingkan denga -i perusahaan pelat merah milik negara tetangga singapura, pertumbuhan 

BUMN Indonesia masib cukup tertinggal. Pada periode 2012-2016, untuk holding BUMN milik 

pemerintah Singapura (Temasek) telah berhasil mericatat pertumbuhan aset sebesar 128,99 persen, 

sedangkan BUMN Indonesia hanya berhasil tumbuh 42,3 persen. 

Secara umum ada 2 permasalahan Intl yang harus mendapatkan perhatian untuk mengembangkan 

BUMN, yaltu kapasitas keuangan dan kapasitas organisasi. Dalam segi kapasitas keuangan, BUMN 

Indonesia masjh berkutat dengan manajemen keuangan perusahaan yang tradisional melalui 

pembiayaan dengan cara melakukan pinjaman ke bank, menjual saham, dan mengeluarkan obligasi, 

serta pemanfaatan dana internal perusahaan. Dengan tata kelola keuangan seperti mi perusahaan 

hanya akan berfokus path cara mengatur utang perusahaan yang diperoleh. 

Padahal, pemerintah jug3 bisa berperan dalam membuat diversifikasj dalam membantu keuangan 

BUMN yaitu dengan pergelolaan dividen BUMN. Pemerintah dapat mengonversi dividen menjadi 

penyertaan modal negara. Sebagai contoh, dividen yang dibagikan 40% dari laba. Pemenintah hanya 

mengambil 20%, sisanya ditanamkan kembali dalam bentuk PMN. Sehingga kapasitas leverage 

keuangan perusahaan akan bertambah. Tapi pada saat mi ada kendala yang dihadapi oleh BUMN, 

yaitu adanya target realisi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari dividen BUMN 

yang setiap tahun targetnya terus naik. Padahal BUMN memenlukan relaksasi dari pemenintah. 

Dengan menurunkan tarEet dividen yang disetorkan BUMN kepada negara. 



Untuk selanjutnya akan ebih balk jika BUMN tidak terlalu mengandalkan Penyertaan Modal Negara 

(PMN). Jika membutuhkan tambahan modal equity financing, perusahaan bisa dengan melibatkan 

investor swasta. Salah satu cranya edalah dengan melibatkan manajer investasi agar mengajak 

investornya menanamkEn modal pada BUMN yang menjalankan proyek infrastruktur. Sasaran dan 

investor ini adalah pihal: yang mengelola dana jangka panjang seperti dana pensiun dan dana haji. 

Pengelola dana pensiun dan haji sebaiknya tidak lagi berpikir membeli bond atau deposito. Tapi 

mulai menginvestasikan dana yang dikelola kepada sektor nil yaitu infrastruktur. 

Dari segi pemilihan BU\,1N yang akan diberikan penyertaan modal negara, akan lebih balk jika 

pemerintah memberikai suntikan modal kepada BUMN terbuka (tbk). Hak kontrol pemerintah 

sebagal pemegang saham mayoritas menjadi bertambah kuat. Proporsi saham pemerintah 

bertarnbah, sedangkan proporsi saham publik menurun (terdilusi). BUMN terbuka juga memiliki 

risiko keuangan atas pigelolaan dana PMN lebih kecil jika dibandingkan dengan BUMN tertutup 

karena akan diawasi pullik dan investor saham. 



Peluang Merebu: Pasar Ekspor Da?am Perang Dagang Amen 

Dalam 3 bulan terakhir rupiah mengalami tren pelemahan yang C 

menyentuh angka Rp15.000 per dollar. Salah satu penyebab dan 

belakangan ini adalah ka -ena neraca perdagangan Indonesia yang te 

negatif dari pasar terhadap defisit neraca perdagangan menyeL 

merosot. Berdasarkari rilis data dari Badan Pusat Statistik pad: 

Indonesia mengalami dfisit neraca perdagangan ke enam kaliriya 

nilai irnpor Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan dengan jumi: 

pengendalian impor barang konsumsi melalui penyesuaian PPh imp 

berefek signifikan karen.) barang konsumsi hanya menyumbang s€ 

dan menyasar komoditas yang tak terlalu dibutuhkan. 

Trikat dan Tiongkok 

signifikari, bahkan sempat 

mahan rupiah yang terjadi 

-engaIami defisit. Sentimen 

n IHSG dan rupiah terus 

ggal 17 September 2018 

njang tahun 2018. Artinya 

-spor. Di sisi lain, kebijakan 

sal 22 juga dinilai tak akan 

10% terhadap total impor 

Untuk mengatasi ma5alah 

pemerintah bisa menamb 

memanfaatkan peluang dalam 

Senikat dan Tiongkok. Perang 

dampak negatif bagi perekonor 

Indonesia. <arena jika melihat 

negara tersebut merupakan 

Indonesia terutama untuk se 

Agustus 2018, Amerika Serik 

memiliki porsi ekspor sebesar 

miliar. Selain itu sepanjar 

rnenyumbangkan porsi sebesaT 

ekspor Indonesia. 

sit neraca perdagangan 

jumlah ekspor dengan 

ng dagang antara Amerika 

Tang tak selalu niembawa 

negara berkembang seperti 

-Jata statistik ekspor, kedua 

an ekspor terbesar bagi 

non migas. Selama bulan 

n Tiongkok masing-masing 

$1,59 miliar dan US$ 2,1 

ahun 2017 juga telah 

% dan 13,7% terhadap nilal 

sa dimanfaatkan Indonesia 

jurnlah ekspor komoditas 

isa mengoptirnalkan untuk 

ineral, serta produk kayu. 

-ì jumlah ekspornya untuk 

3ret, benang rajutan katun, 

anfaatkan peluang dagang 

pertama adalah dengan 

edua negara. Setelah itu, 

.gar produk yang d!ekspor 

:ngubah orientasi produk 

-tin bernilai. 

•Data ekspor seIna Agtu 2018 Dal,,,-, asia USD) 

5,,nber BPS 

Potensi penurunan nilai dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkr 

untuk masuk ke pasar riasing - masing. Indonesia bisa menamba 

unggutan. Secara spesific untuk ke pasar impor Tiongkok, IndoneT 

menambah jumlah ekspornya seperti bubur kayu, ferronikel, kar€-

Sedangkan untuk ke pa-igsa pasar Amerika, Indonesia bisa mena -

komoditas Iaut seperti uang dan udang galah, minyak sawit, kepitir 

pakalan wanita, serta seatu olahraga. 

Ada berbagai Iangkah yang harus pemerintah tempuh untuk dapat 

yang Iebih besar dengan Amerika Senikat maupun Tiongkok. 

n-ieningkatkan hubungan kerjasama bilateral dan konsultasi deng 

pemerintah dapat meningkatkan promosi dagang ke negara terseb 

semakin beragam pelaku usaha dapat diversifikasi produk daT 

komoditas menjadi produk olahan agar barang yang diekspor dapat s 

Meski begitu, untuk mengambil peluang ekspor ke masing-masing ni 	j tidaklah mudah. Misalnya 

untuk ekspor ke negara Tiongkok, indonesia masih membutuhkan br 	aku dan material sehingga 

rnasih ada ketergantungan dari faktor produksi can hanga patokan d 	Untuk itu pemerintah dan 

pelaku usaha mesti mengupayakan peningkatan industni manufr 	yang berorientasi ekspor 



dengan bahan baku lakal. Dengan memanfaatkan materaI lokal dalam proses produksi untuk produk 

ekspor maka akan memawa darnpakjuga terhadap penguatan nilal tukar rupiah. 

Sean itu Indonesia jugz masih harus bersaing dengan negara - negara eksportir lain yang ada di 

Asean seperti Malaysia, Vietnam dan Thailand, Untuk itulah para pelaku bisnis harus di dorong 

untuk dapat menyediak2n produk yang berkualitas guna mendapatkan pangsa pasar impor dengan 

porsi yang lebih besar untuk kedua negara yang sedang mengalami perang dagang. 



Efektifitas Dana Desa Untuk Mendorong Swasembada Pangan 

Pada tahun 2018, pei-nerintah kembali melakukan transfer dana desa untuk seluruh 

provinsi di Indonesia. Penyaluran dana desa tersebut menggunakan skema padat 

karya tunal atau casV for work dengan jumlah pencairan sebanyak tiga tahap. Dana 

desa dari tahun ketahun semakin besar jumlahnya yang ditransfer oleh pemerintah 

pusat, bahkan di tahun 2019 dana desa akan ditambah menjadi 73 Tri!iun rupiah. 

Alokasi dan Realisasi Dana Desa Tahun 2015 -2017 

Realisasi Dana Desa (Dalam %) 

2015 	 2016 	 2017 

Pengelolaan Dana D3sa yang diatur dalam ULJ Desa kemudian dijabarkan secara 

lebih detail dalam Peraturari Menteri Kemendesa Nomor 19 Tahun 2017 

(Permendes 19 Tahun 2017 ) mi mengatur secara detail tentang prioritas dana desa 

tahun 2018.Dalam aturan itu ditegaskan, dana desa digunakan untuk meningkatkan 

kesejanteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup manusia, serta 

penanggulangan kerriskinan melalui pelaksanaan program dan kegiatan di bidang 

pembangunan Desa ang bersifat lintas bidang 

- 	
- 	Kementerian Keuangan menus 

realiasi penyerapan dana desa 
12 	

pada triwulan I 2018 mencapal Rp 
10 	 10,3 triliun atau sebesar 17,1% 
8 - 	 -- 	 dari total anggaran Rp 60 triliun. 

6 	 - 	 Realisasi Dana 	Jumlah 	tersebut 	meningkat 

4 - 	 - 	 Desa 	 dibanding triwulan yang sama 

2 	 - 	 tahun sebelumnya hanya sebesar 

Rp 7,1 triliun atau sekitar 15% dan 
0 	

alokasi. Meningkatnya realisasi 
Triwujan 12017 Triv ulan I ..018 

L 	 penyerapan dana dipicu oleh 

percepatan implementasi karya tunai (cash for work) sejak awal tahun ini. 



Setiap tahun alokasi dan penyerapan dana desa tergolong tinggi, naniun 

dalam penyaluran nya masib kurang untuk mendorong kesejahteraan petani. Karena 

saat ml dana desa sebagian besar dipakai untuk pernbangunan infrastruktur yang 

kurang berdampak 3ecara Iangsung terhadap kesejahteraan petani. Dana desa 

sebaiknya difokuskan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa yang rata - 

rata bermata pencah.arian sebagai petani. Konsep mengubah desa menjadi sebuah 

kota dengan mendorong pembangunan infrastruktur secara besar - besaran dinilai 

belum tepat sasaran. 

Membangun kemandirian pangan berbasis desa dilakukan dengan berbagai 

langkah. Misalnya dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sebagai 

wadah pengelolaan dana sekaligus agen penyaluran modal usaha sektor-sektor 

pangan. Masyarakat bisa mendapatkan modal untuk menjalankan usaha disektor 

pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. 

Peluang desa untuk membangun kedaulatan pangan semakin kuat seiring 

pengakuan dan pemberian kewenangan luas kepada desa sebagaimana diatur 

dalam UU Nomor 6/2014 tentang Desa. Dalam regulasi mi, desa diberi kewenangan 

mengelola dana unuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan 

kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan. Dengan mendorong 

pengelolean dana cesa ogar berfokus pada swasembada pangan maka akan 

membantu menurunkan jurnlah impor beras dari negara lain. 
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Prioritas penggunaan dana desa untuk pengembangan potensi ekonomi lokal 

yang menunjang swasembada pangan antaranya melalui pembangunan dan 

pengelolaan lumbung pangan desa, pembuatan pupuk dan pakan organik untuk 

pertanian dan perikanan, pengembangan benih lokal, termasuk pengembangan 

ternak secara kolektjf. 
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Evaluasi Dampak Kenaikan Tarif Cukai HasH Tembakau Terhadap Penerimaan 

Negara dan Produksi Tembakau Domestik 

Terhitung tanggal I Januari 2018 pemerintah telah memutuskan untuk menaikkan 

cukai rokok sebesar 10,04 persen. Pemerintah berdalih pembuatan kebijakan dalam 

rangka mengendalikan konsumsi rokok. Salah satunya adalah menaikkan tarif cukai 

hasil tembakau. Kenaikan tarif cukai yang berimplikasi pada kenaikan rokok 

diharapkan mampu meredam konsumsi, terutama di kalangan anak-anak dan 

remaja. Alasan mi diperkuat dengan rilis Kementerian Kesehatan, beban 

pemerintah akibat rokok dan tembakau lebih tinggi ketimbang besaran kontribusi 

cukal tembakau terhadap penerimaan negara. Kerugian ekonomi secara makro 

akibat penggunaan tembakau dinilai Kemenkes menunjukkan tren meningkat. 

Dengan adanya keiaikan mi pemerintah menargetkan penerimaan dari cukai 

sebesar Rp 155,4 trllun pada 2018. Secara umum target penerimaan cukai pada 

2018 naik 1,5% atau Rp2,24 triliun dari target APBN Perubahen 2017 yang sebesar 

Rp 153,2 tritiun. 

Persentase Kenaikan Cukai 

Setiap Tahun 

Hingga 29 Juni 2018 realiasi penerimaan cukai mencapai Rp 50,21 triliun. 

Pencapaian tersebut memenuhi 32,32% dari target dalam Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (APBN) 2018 yang sebesar Rp 155,4 tritiun. Hasil realisasi 

penerimaan pada semester satu mi mengalami kenaikan positif dibanding dengan 

realisasi tahun sebeluninya. Meningkatnya penerimaan negara yang bersumber dan 

cukai tembakau merjadi tanda bahwa peran industri rokok bagi perekonomian 

negara memiliki damak yang cukup besar. Tingginya kontnibusi industri nokok bagi 

perekonomian tak teps dari besarnya jumlah perokok di indonesia. Dari data Riset 

Kesehatan Dasan (Riskesdas), prevalensi rnerokok di Indonesia sangat tinggi, 

khususnya pada laki-laki. 

Kebijakan menaikkan tarif cukai pada dasarnya bukan masalah yang sederhana. 

Tahun 2017 peneriman negara yang berasal dari hasil cukai tembakau sebesar Rp 

145,47 triliun. Hal ini membuat cukai tembakau menjadi salah satu sumber 

pendapatan terbesar negara. Di sisi lain kenaikan tarif cukai dipenlukan untuk 

menekan jumlah pengeluaran di bidang kesehatan yang ditimbulkan akibat rokok. 
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SecBkitnya Rp50 triliun digelontorkan untuk biaya kesehatan masyarakat terkait 

dampak rokok. 

Kebijakan pemerintah menaikkan cukai rokok membuat jumlah perusahaan 

pengolahan hasil tembakau semakin berkurang. Kenaikan cukal hasil tembakau 

membebani perusahaan-perusahaan rokok kecil sehingga banyak yang mengalami 

bangkrut karena tidak sanggup membeli cukai. Hampir setiap tahunnya pemerintah 

menaikan tarif cukai, terutama pada cukal rokok. Penetapan kenaikan tarifcukai 

yang berubah-ubah setiap tahun mi dapat membuat pelaku industri balk skala besar 

dan kecil kesulitan dalam menentukan Iangkah bisnis kedepan. 

Data 	Badan 	Kebijakan 	Fiskal 
________________ Kementerian 	Keuangan 	menunjukkan 
40 

- bahwa 	pabrikan 	rokok 	pada 	2007 

4000 ---- berjumlah 	lebih dari 	4.600 	pabnik, 	taph 

3500 
: 

pada 2015 hanya tinggal 	713. Jumlah 
3000-f tersebut 	terdiri 	atas 	246 	pabrik 	rokok 
2500- 

2000- • ___________ :': 	Sigaret Kretek Mesin (SKM), 441 pabrik 

1500-i------ - -- __________ 	Rokok 	rokok Sigaret Kretek Tangan (SKT), dan 

26 	pabrik 	rokok 	Sigaret 	Putih 	Mesin 

500 (SPM). Demikian pula jumlab pekerja di 

0 
2007 

----- 	 sektor 	pengolahan 	tembakau 	yang 
2015 berkurang 	seiring 	menurunnya 	jumlah 

industrj rokok. 

Untuk itu seharusnya pemerintah segera mencari solusi sumber penerimaan lain 

yang tidak benimbas Dada penurunan pendapatan masyarkat yang bekerja pada 

industri pengolahan tmbakau. Pemerhntah dapat memberikan pengarahan dan 

pelatihan terutama kepada para petani tembakau agar mulai mengoptimalkan jumlah 

eksportembakau ke luar negeri. 

Berdasa r-kan  data clari kementerian 

pertanian jumlah ekspor tembakau 

Indonesia masih kalah dengan jurnlah 

tembakau yang masuk ke dalam negeri. 

Padahal jika dilihat dari Sumber Daya 

Alani (SDA) dan Sumber Daya Manusia 

(SDM), Indonesia masih memhliki 

peluang yang cukup besar untuk 

mengoptimalkan pendapatan dari cukai 

tembakau yang dhekspor ke luar negeri. 

Untuk itu regulash dan kebijakan yang 

dikeluarkan pemerintah sebaiknya lebih 

dhopthma!kan dalam mendukung 

keghatan ekspor tembakau sehhngga 

masyarakat penghasilannya bergantung 
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Evaluasi Penyerapan DAK Fisik di Daerah Semester I Tahun 2018 

Dalam rapat kerja penyampaian keterangan pemerintah atas realisasi dan 

pc- rtanggungjawabari pelaksanaan APBN semester I 2018 antara Badan Anggaran DPR RI, 

Kementeriar, Keuangan dan Bank Indonesia tanggal 17 Juli 2018, Pemerintah menyampaikan 

adanya sejumiah msaIah dalam pelaksanaan realisasi APBN di semester pertama tahun 

2018. Salah satu masalah yang disoroti adalah rendahnya realisasi penyerapan Dana Alokasi 

Khusus Fisik (OAK Fisik) pada semester 12018. 

Realisasj DAK Fisik Tahun 2016 - 2018 

Realisasi Penyerapan DAK Fisik (Dalam Triliun) 	Zi Persentase terhadap APBN 

	

24,927.2 	 25,1 

12,4 

L- 

	

2016 	 2017 	 2018 

Pada tahun 2018 pemerjntah mengalokasikan OAK Fisik sebesar Rp62,43 triliun 

dimana proses penvalurannya dibagi dalam 3 tahap. Untuk tahap I penyaluran sebesar 25% 

dari pagu alokasi yang pencairannya dilaksanakan antara bulan Februari - Juli 2018. 

Berdasarkan laporar dari Kementenjan Keuangan realisasi penyerapan OAK fisik pada 

semester 12018 hank a sebesar Rp7,8 tniliun atsu 12,4% terhadap APBN. Jumlah ini menurun 

drastis dibandingkan dengan realisasi semester I pada tahun 2017 yang mencapai Rp17.4 

triliun atau 25,1% terladapAPBN. 

Berdasarkan laporan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementenjan 

Keuangan, penyebab dari menurunnya rea!isasi penyerapan OAK Fisik pada semester 

pertama tahun 2018 akibat adanya penyelenggaraan pemitihan kepala daerah. Pergantian 

pucuk kepemimpinan di daerah berdampak pada kebijakan pembuatan kontrak proyek 

infrastruktur. Kurang sinkronnya perencanaan antara kementerian/lembaga dan daerah juga 

menjadi penyebab keterlambafan penyaluran OAK Fisik pada semester ml, 



Dari sisi perencanaan masih terdapat permasalahan kurang tepatnya penyaluran 

Dana Alokasi KhusLs (OAK) Fisik Tambahan kepada sejumlah daerah. Hirigga saat ml masih 

terdapat berbagai fDkus permasalahan, antara lain sejumlah daerah mendapatkan alokasi 

lebih besar dari proposal yang ciajukan, mengajukan alokasi tetapi tidak memperoleh dana 

alokasi, tidak mengajukan alokasi tetapi mendapatkan dana alokasi. 

No Jenis Masalah OAK Fisik Jumlah 

1 Mengusulkai alokasi tetapi tidak memperoleh dana 109 
alokasi. 

2 Tidak mengusulkan alokasi tetapi mendapatkan dana 88 
alokasi 

3 Mendapatkan alokasi lebih besar dari proposal yang 31 
diajukan 

Kemudian, permasalahan realisasi DAK Fisik yang belum optimal disebabkan karena 

adanya perubahan iiendasar mengenai mekanisme alokasi DAK Fisik. Pengalokasian OAK 

Fisik di tahun 2016 dilakukan dengan mekanisme bottom-up agar alokasi DAK Fisik sesuai 

dengan kebutuhan Jaerah dan pnionitas nasional. Mekanisme bottom-up dilakukan dengan 

cara penyampaian usulan (proposal based) oleh daerah sebagai dasar untuk penentuan 

alokasi. 

Hal ini befteda dengan pengalokasiaan OAK pada tahun-tahun sebe!urnnya yang 

lebih banyak bersifet topdown, yakni sepenuhnya ditentukan oleh Pemerintah Pusat dengan 

menggunakan tiga kritenia, yaitu kriteria umum yang terkait dengan kemampuan keuangan 

daerah, kriteria khusus yang terkait dengan kewilsyahan, dan kritenia teknis yang terkait 

dengan data kebutuhan teknis daerah. 

Merosotnya realisasi penyerapan DAK fisik mi harus menjadi fokus evaluasi 

pemenintah. Jika DAK Fisik dapat terserap dengan baik maka akan mampu mendorong 

program prioritas kerja pemerintah. Pertumbuhan infrastruktur dapat membantu pemerataan 

pertumbuhan ekoncmi, lnfrastruktur seperti jalan dan jembatan dapat mengintegrasikan 

daerah satu dengan yang lainnya. Pemerintah perlu meningkatkan koordinasi dengan daerah 

perierima OAK Fisik. Selain itu penguatan komunikasi antar lernbaga terkait seperti Badan 

Perencanean Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Direktorat Jenderal Anggaran pada 

saat penyusunan angganan akan meminimalisir tenlambatnya pencairan OAK Fisik, 



Pengaruh Efektifitas Penyertaan Modal Negara Terhadap Peningkatan Laba 

BUMN 

Tugas dan fungsi penatausahaan Penyertaan Modal oleh pemerintah merupakan 

konsekuensi kepemi ikan modal pemerintah pada Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN). Berdasarkan RUU APBN 2019 pemerintah menganggarkan 17,8 triliun 

untuk menyuntik mocJl pada 3 BUMN yaltu PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT 

Hutama Karya, dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero). Dalam 

perkembangannya kebijakan pemerintah untuk menyertakan modalnya pada BUMN 

tkiak selalu berbanding lurus dengan kinerja BUMN. Beberapa BUMN malah merugi 

setelah mendapatkan suntikan dana dari negara. 

Berdasarkan 	Laporan 	Kinerja 

Kementenian BUMN tahun 2017, 

total laba dari seluruh BUMN pada 

akhir tahun 2017 adalah sebesar Rp 

172 tniliun, meningkat dari posisi 

akhir tahun 2016 sebesar Rp 166 

triliun. Kontribusi peningkatan laba 

terbesar berasal dari sektor Jasa 

Keuangan dan Asuransi, sektor 

Konstnuksi, dan sektor Informasi 

dan Komunikasj. 

Grafik Laba BUMN Tahun 2013-2017 
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Namun, laba yang dhasilkan oleh BUMN pada sektor energi, logistik, kawasan dan 

paniwisata, masih jauh dari target yang ditetapkan. Tahun 2017 laba BUMN pada 

sektor tersebut mencapai Rp32,90 Trilyun atau hanya 54,0% dari target Perjanjian 

Kinerja tahun 2017 sebesar Rp60,83 Trilyun. PLN menjadi BUMN penyumbang 

penurunan laba terbesar pada sektor ml. 

Meskipun iaba BUMN sektor energi tahun sebelumnya tidak tercapai, namun sektor 

mi masih diandalkan untuk membantu memberi sumbangsih lebih kepada penerimaan 

negara pada tahun depan, contohnya PT Pertamina dan PT PLN. Kementerian BUMN 

harus bekerja lebih kenas terhadap permintaan setoran dividen pada tahun depan. 

Pertamina mengalani tekanan performa keuangan karena harga minyak yang 

menanjak dibandinqkan tahun lalu. -Sepanjang semester I tahun mi, rata-rata harga 

minyak mentah Indonesia tencatat di angka US$48,84 per barel atau naik 35,06 

persen dibanding tahn sebelumnya US$3616 per banel. 

PT PLN juga diperkirakari tidak sanggup untuk menyeton target deviden di tahun 

depan. Keuangan perusahaan PT PLN tertekan karena meningkatnya harga batu 

bara dari tahun mi. l<.inerja keuangan PLN semakin terbebani dengan menjalankan 

proyek pembangunan pembangkft listrik 35.000 MW, khususnya di pembangunan 

transmisj. Di sisi lain, pemerintah tidak mengubah tarif listrik sejak awal tahun 2018. 



Jika ditihat dari segi kapasitas keuangan, BUMN sektor energi masih berkutat dengan 

manajemen keuangan perusahaan yang tradisional melalul pembiayaan dengan cara 

melakukan pinjaman ke bank menjual saham, dan mengeluarkan obligasi, serta 

pemanfaatan dana rternal perusahean. Dengan tata kelola keuangan seperti mi 

perusahaan hanya akan berfokus pada cara mengafur hutang perusahaan yang 

diperoleh 

Padahal, pemerintab juga bisa berperan dalani membuat diversifikasj dalam 

membantu keuangan BUMN yaltu dengan pengelolaan dividen BUMN. Pemerintah 

dapat mengonversi dividen menjadi penyertaan modal negara. Sebagai contoh, 

dividen yang dibagikai 40% dari laba. Pemerintah hanya mengambil 20%, sisanya 

ditanamkan kembali dalam bentuk PMN. Sehingga kapasitas leverage keuangan 

perusahaan akan bertambah Tapi pada saat ml ada kendala yang dihadapi oleh 

BUMN, yaitu adanya target reahsasj penenimaan negara bukan pajak (PNBP) yang 

berasal dari dividen BJMN yang setiap tahun targetnya terus naik. Padahaj BUMN 

memerlukan relaksasj dari pernerintah Dengan menurunkan target dividen yang 

disetorkan BUMN kepada negara. 

Untuk selanjutnya akan lebih balk jika BUMN tidak tenlalu mengandalkan Penyertaan 

Modal Negara (PMN). Jika membutuhkan tambahan modal 
(equity financing), 

perusahaan dapat melibelkan investor swasta. Salah satu caranya adalah dengan 

melibatkan manajer investasi agar mengajak investornya menanamkan modal pada 

BUMN yang meni'alankan proyck infrastruktur. Sasaran dari investor mi adalah pihak 

yang mengelola dana jangka panjeng seperti dana pensiun Pengelola dana pensiun 

sebaiknya tidak lagi beraikir membeli bond dan deposito. Tapi muiai menginvesfasikan 

dana yang dikelola kepada sektor nil yaltu infrastruktur.  



Evaluasi Dampak Kenaikan Tarif Cukal HasH Tembakau Terhadap Perekonomian dan Produksi 

Tembakau Domestik 

Berdasarkan data dari WHO, Indonesia merupakani negara dengan jum!ah perokok terbesar ketiga di 

dunia setelah Tiongkok dan India. Pada tahun 2030 diperkirakan angka kematian akibai rokok di dunia 

akan mencapai 10 juta jiwa dan 70% di antaranya berasal dari Negara berkembarig seperti Indonesia. 

Hingga saat mi secara k9seluruhan jum!ah perokok aktif masih kalah dengan masyarakat yang tidak 

merokok, namun setiap tahunnya jurnlah perokok aktif selalu mengalami kenaikan. 

PERSENTASE PEROKOK AKTIF DAN PEROKOK PASIF 

Meroicok Satiap 
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Sementara itu, dilihat dar, intensitas rnerokok, pemuda yang menjadi perokok berat jauh Iebih banyak 

dibandingkan perokok biasa. Perokok berat adalah seseorang yang merokok sedikitnya satu batang 

setiap han. Konsumsi rokok yang meningkat semakin memperberat beban penyakit akibat rokok dan 

bertambahnya angka kenatian akibat rokok. Penyakit terkait rokok menyebabkan defisit keuangan 

Badan Penyelenggai-a Janinan Sosial (BPJS) Kesehatan. 

KERUG IAN NEGARA AKt BAT ROKOK TAHUN 

2015 

Total kehilangan 	Belanja kesehatan 	Belanja kesehatan 	Belanja rokok 

tahun produktif 	total (rawat nap) 	total (rawatjalan) 

(morbjdjtas 

disabiljtas dan 

kematian dm1) 

Jurnlah Kerugian Negara Aldbat Rokok (Dalam Triliun) 

Sumber: Ba/itbang Kementerian Keseha.an 



Pemerintah berpendapat teah menerapkan langkah-langkah untuk mencegah atau mengurangi 

merokok, tetapi disisi lain t3tap menahan diri dari penerapan kebijakan lainnya yang akan mengganggu 

konsumsi rokok dengan rremperhatikan berbagal aspek, yaitu kondisi Industri Hasil Tembakau (IHT) 

dan tenaga kerja, opthmalisasi penerimaan perpajakan dari sektor cukal, serta peredaran rokok ilegal. 

PANGSA PASAR ROKOK 

MENURUT JENIS (DALAM 

PERSEN) 

Pada tahun 2014 lebih dari 85 

persen tenaga kerja di industni hasil 

tembakau bekerja di jenis Sigaret 

Kretek Tangan (SKT). Tetapi dan 

segi pangsa produksi, jenis Sigaret 

Knetek Mesin (SKM) paling besar 

(76 persen pada 2017). Sementara 

SKThariya menyumbang 18 persen 

pada tahun 2017. Perkembangan 

pangsa produksi menunjukkari telah 

terjàdi penurunan pada jenis SKI. 

Pada 2012 pangsa produksi SKT 

mencapsi 29 persen terhadap total 

IHT, namun semakin menurun 

hingga pada 2017 hanya mencapai 

18 persen. 

Ferusahaan berskala keci sangat rentan terkena dampak cukai, Misalnya, untuk rokok golongan 2 

nierasa dirugikan dengan aturan volume merging yang dicantumkan dalam pasal 3 PMK 146/2017. 

Pabrikan berskala kecil terpaksa harus melakukan konsolidasi, seperti menurunkan produksi atau 

pengurangan jum!ah ten ga kerja, atau bahkan terpaksa gulung tikar karena tidak mampu 

berkompetisi. 

Pemenintah disamping berperan untuk mengurangi konsumsi rokok, juga berke'vajiban untuk 

melindungi para pekerja iHI dan petani tembakau, sa!ah satunya dengan memberikan fasilitas 

pelatihan mengenai teknik rajangan tembakau agar sesuai dengan standan pabnikan. Sehingga produk 

olahan tembakau yang dihasilkan bisa lebih berkualitas dan industri hasil tembakau bisa terdorong 

untuk mendapatkan pangsa pasar baru untuk menjual hasil olahan tembakau mereka. Selain itu untuk 

mendorong perekonomian daerah penghasil tembakau, pemenintah dapat mengoptbmalkan 

pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukab Hasil Tembakau (DBH CHT) untuk program pembinaan industni, 

dan pernbinaan Iingkungan sosial. 

Untuk untuk program penbinaan industri, pemerintah dapat menyusun program fasilitas pelaksanaan 

kemitraan usaha kecil, merengah dan usaha besar. Sementara program pembinaan lingkungan sosbal, 

pemenintah dapat melaksaakan pembinean dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan 

masyarakat, penguatan ekonorni masyarakat melalui kegiatan pedal kanya yang dapat mengentaskan 

kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. 
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Alokasi Dana Desa (Dalam Triliun) 

Realisasi Dana Desa (Dalam %) 

Efektifitas ana Desa Untuk Mendorong Swasembada Pangan 

Dana desa diformulasi untuk mendukung pemerataan pembangunan, percepatan 

pengentasan kemisk nan dan pemberdayaan masyarakat di desa. Setiap tahun terjadi 

peningkatan dalam panerimaan dan realisasi dana desa di Indonesia. Pada tahun 

2015, realisasi seran dana desa mencapal 8272 persen. Jumlah realisasi tersebut 

meningkat di tahun 2016 menjadi 97,65 persen dan 98,26 persen di tahun 2017. 

Sementara hingga 31 juli 2018 realisasi dana desa mencapai Rp35,86 triliun (59,8 

persen). Pemerintah telah menganggarkan dana desa sebesar 73 triliun dalam 

Rancangan Anggarar Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019 

AIoksi dan Realisasi Dana Desa Tahun 2015 - 2017 

Hasil evaluasi secara nasiona! Kernenterian Desa dan Pembangunan Daerah 

Tertinggal (Kemendas), penerima aliran dana desa rnenggunakan 80 persen untuk 

membiayai infrastruktur. Rinciannya, dalam tiga tahun terakhir ml dana desa 

digunakan untuk membangun 1.960 km jembatan, 5.220 unit pasar desa, 5.116 unit 

tambatan perahu, 2.047 unit embung, 97.176 unit irigasi Iebih dari 120.000 km ja!an. 

Selain itu, dana de3a juga digunakan untuk pembangunan 32.711 unit sarana air 

bersih, 291.393 unit penahan tanah, 6.041 unit poliklinik desa, 82.356 unit MOK, dan 

45.865 unit sumur. 

Sisanya dimanfaatkan untuk pemberdayaan rnasyarakat seperti 	pelatihan 

kewirausahaan untu, para pemuda agar Iebih produktif dan mandiri. Selain itu 

terdapat pula pelatihan pemanfaatan Iimbah organik rumah tangga dan perencanaan 

hisnis. Uralan tersebjt menjelaskan, penggunaan dana desa belum maksimal untuk 

pertanian. 

Dana desa yang dialokasikan untuk desa, dimana sebagian besar penduduknya 

memiUki pekerjaan sebagai petani, belum mampu membuat mereka sejahtera. 

Selama ml dana desa memang cukup menyerap tenaga kerja dari kalangan usia 

produktif, mela!ui pebaikan sarana dan prasarana serta wrausaha dengan sistem 

pengembangan wisata. Tetapi, dana desa yang digunakan seperti ml akan membuat 

masyarakat di desa semakin jauh dari usaha dalam bidang pertanian. Padahal bidang 

pertanian merupaksn kunci untuk mendukung kemandirian pangan desa. 



Membangun kemandilan pangan berbasis desa dapat dilakukan dengan berbagai 
langkah. Misainya dergan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sebagai 
wadah pengelolaan dana sekaligus agen penyaluran modal usaha sektor-sektor 
pangan. Petani desa bisa mendapatkan riiodal untuk menjalankan usaha disektor 
pertanian, misal untuk membeli benih, pupuk, dan perlengkapan bertani. Karena 
selania mi penyedia jasa keuangan seperti bank masih enggan untuk memberikan 
pinjaman kepada petani. 

BUMDes juga bisa berperan sebagal distributor kebutuhan untuk bertani sekaligus 
sebagai agen penjualan hasil pertanian. Mulai dari proses tanam, perawatan dan 
hama, hingga tahap onen, membeli dan menggiling jadi beras la!u menyimpan dan 
menyalurkannya sesuai dengan harga yang ditetapkan Pemenintah. 

Keuntungan lain yang didapatkan dengan adanya BUMDes adalah lokasinya yang 
stretegis. Karena berlokasi di desa, BUMDes lebih mudah di akses oleh petani dan 
masyarakat desa paca umuninya. Yang perlu disupport oleb pemerintah adalah 
bantuan permodalan, peralatan giling padi, kelengkapan administrasi modern seperti 
komputer, jaringan telepon dan internet serta pelatihan tata kelola usaha yang baik, 
Selain itu pelatihan pembukuan, manajemen logistik dan distribusi juga diperlukan 
untuk mendukung sistem administrasi BUMDes. Agar lebih efisien akan lebih baikjika 
kantor BUMDes berlokasi di wilayah Kantor Kepala Desa. 



Peluang Merebut Pasar Ekspor Dalam Perang Dagang Amerika Serikat dan 
Tiongkok 

Dalam 3 bulan terakhir rupiah mengalami tren pelemahan yang cukup signifikan, 
bahkan sempat menyeituh angka Rp15.000 per USD. Salah satu penyebab dan 
pelemahan rupiah yang terjadi belakangan mi adalah karena neraca perdagangan 
Indonesia yang terus mengalami defisit. Sentimen negatif dari pasar terhadap defisit 
neraca perdagangan menyebabkan IHSG dan rupiah terus merosot. Berdasarkan rilis 
data dari Badan Pusat Statistik pads tanggal 17 September 2018 Indonesia 
mengalami defisit neraca perdagangan ke enam kalinya sepanjang tahun 2018. 
Artinya nilai impor Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah ekspor. 
Di sisi lain, kebijakan pengendalian impor barang konsumsi melalui penyesuaian PPh 
impor pasal 22 juga dm1 ai tak akan berefek signifikan karena barang konsumsi hanya 
menyumbang sekitar 10% terhadap total impor dan menyasar komoditas yang tak 
terlalu dibutuhkan. 

Untuk mengatasi masalah defisit neraca perdagangan 
pemerintah bisa menambah jumlah ekspor dengan 
memanfaatkan peluang dalam perang dagang antara 
Amenika Serikat dan Tiongkok. Perang dagang tak 
selalu membawa dampak negatif bagi perekonomian 
negara berkembang seperti Indonesia. Karena jika 
melihat dari data statistik ekspor, kedua negara 
tersebut merupakan tujuan ekspor terbesar bagi 
Indonesia terutama untuk sektor non migas. Selama 
bulan Agustus 2018, Amerika Serikat dan Tiongkok 
masing-masing memiliki porsi ekspor sebesar 
US$159 miliar dan US$ 2,1 miliar. Selain itu 
sepanjang tahun 2017 juga telah menyumbangkan 
porsi sebesar 10,5% dan 13,7% terhadap nilai ekspor 
Indonesia. 

Data ekpor 	Agto 2018 (DIr, Jt U 0 

Swnbe, BPS 

 

Potensi penurunan rilal dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok bisa 
dimanfaatkan Indonesia untuk masuk ke pasar masing - masing. Indonesia bisa 
menambahkan jumlah ekspor komoditas unggulan. Secara spesifik untuk ke pasar 
impor Tiongkok, Indonesia bisa mengoptimalkan untuk menambah jumlah ekspornya 
seperti bubur kayu, ferrcnikel, karet mineral, serta produk kayu. Sedangkan untuk ke 
pangsa pasarAmerika, hdonesia bisa menambah jumlah ekspornya untuk komoditas 
laut seperti udang dar udang galah, minyak sawit, kepiting, karet, benang rajutan 
katun, pakaian wanita, sarta sepatu olahraga. 



Data Ekspor Tiongkoc ke Amerika Serikat yang bisa dioptimalkan oleh Indonesia 
(Dalam ribuan dollar) 

No Jenis Produk Ekspor Nilai Ekspor Tahun 2017 
1 Buah—Buahan 859,511 
2 Sayur - sayuran 753,383 
3 Teh,Cabai 297,143 
4 Hasil Perikanan 2,688,345 
5 Tembakau (Mentah) 1,019,849 

Sumber; The U.S. Census Berau 

Data Ekspor Amerika Serikat ke Tiongkok yang bisa dioptimalkan oleh Indonesia 
(Dalam ribuari dollar) 

No Jenis Produk Ekspor Nilai EksporTahun 2017 
1 Buah—Buahan 378,201 
2 Sayur—sayuran 147,974 
3 Kapas(Mentahr 978,185 
4 Hasil Perikanan 1,325,395 
5 Tembakau (Mentah) 162,297 

.JLIISILICI , 	 IC LI..]. LCIHIfl DC' LII) 

Ada berbagal Iangkah yang harus pemerintah tempuh untuk dapat memanfaatkan 
peluang dagang yang Iebih besar dengan Amerika Serikat maupun Tiongkok. Yang 
pertama adalah dengan meningkatkan hubungan kerjasama bilateral dan promosi 
dagang ke negara tersebut. Langkah lain yang bisa pemerintah ambil didalam 
mendukung kebijakan ekspor adalah dengan memberikan kebijakan yang dapat 
mempermudah pelaku bisnis dalam melakukan ekspor produknya ke luar negeri, 
misalnya dengan memberikan kebijakan insentif pajak dan mempermudah regulasi 
terkait ekspor produk. 

Meski begitu, untuk rnngambil peluang ekspor ke masing-masing negara tidaklah 
mudah. Misalnya untu< melakukan ekspor, indonesia masih membutuhkan bahan 
baku dan material sehingga masih ada ketergantungan dari faktor prod uksi dan harga 
patokan clunia. Untuk itu pemerintah dan pelaku usaha mesti mengupayakan 
peningkatan industri manufaktur yang berorientasi ekspor dengan bahan baku lokal. 
Dengan memanfaatkan material lokal dalam proses produksi untuk produk ekspor 
maka akan membawa dampak juga terhadap penguatan nilai tukar rupiah. 

Selain itu Indonesia juga masih harus bersaing dengan negara - negara eksportir lain 
yang ada di Asean seperti Malaysia, Vietnam dan Thailand. Untuk itulah pemerintah 
dhharapkan bisa Iebih mengoptimalkan sektor yang menjadi peluang ekspor Indonesia 
ke Amerika Serikat dari Tiongkok, yaitu sektor pertanian, perkebunan dan perikanan. 



Dokumen Catatan Saran Persentasi Aanalisis Ringkas Cepat 

"Evaluasi Penyerapan DAK Fisik di Daerah Semester I Tahun 2018" 

Tanggal 31 Juli 2018 

Jelaskan tentarLg kurang sinkronnya perencanaan antara kementerian / lembaga 

dan daerah rnerijadi penyebab keterlainbatan penyaluran DAK Fisik 

Tambahkan data dari BPK untuk memperkuat hasil analisa 

Tarnbahkan analisa tentang sifat OAK Fisik terkait perencanaan dan alokasi 

yang disetujui kadang tidak sesuai 

Tambahkan tantangan apa saja terkait penycrapan DAK Fisik 
Judul ARC sebaiknya diperbaiki 



Dokuinen Catatan Saran Persentasi Aanalisis Ringkas Cepat 

"Evaluasi Dampak Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap 

Perekonornj an dan Produks i Tembakau Domestjk" 

Tanggal 21 Agustus 2018 

I. Sesuaikan jumlah paragraf, rnaksinial 2 halaman 

Tambah analisa tentang dana bagi hasil cukai 

Penguatan argumen dari awal paragraf 

Dijelaskan Iebih detail tentang kerugian BPJS akibat rokok 

Dimasukan tabell grafik tentang jurnlah perokok aktif dan perokok pasif 

Tambah rekomendasi tentang peran pernerintah untuk memberikan pangsa 

pasar baru unluk perusahaan / petani tenibakau 



Dokumen Catatan Saran Persentasj Aanalisis Ringkas Cepat 

"Efektifitas Dana Desa Untuk Mendorong Swasembada Pangan" 

Tanggal 21 Agustus 2018 

I. Dikuatkan lagi pendapat mcngenai pemberdayakan lagi I3UMDes 

Buat grafik impor beras antara tahun 2015 —2017 

Gali lagi tentarig penggunaan Dana Desa antara tahun 2015-2017 

Analisa lagi peiggunaan dana desa untuk faktor produksi pertanian 



Dokumen Catatan Saran Persentasi Aanalisis Ringkas Cepat 

"Pe1uang Merebut Pasar Ekspor Dalarn Perang Dagang Arnerika Serikat dan 

Tiongkok" 

Tanggal 24 September 2018 

I. Diberikan rek'rnendasj jangka pendek terkait ekspor indonesia ke Tiongkok 

atau Amerika Serikat 

Data ekspor Impor China dan Amerika Serikat 

Ditambahkan analisa terkait sektor apa saja yang perlu diprioritaskan 

peinerintah 

Ditambahkan apa saja yang bisa dilakukan pernerintah untuk memperlancar 

ekspor ke luar negeri 



Dokumen Catatan Saran Persentasi Aanalisis Ringkas Cepat 

"Pengaruh Efektifitas Penyertaan Modal Negara Terhadap Peningkatan Laba 

BUMN" 

Tanggal 24 September 2018 

Evaluasi kembali pernyataan tentang potensi SDA untuk BUMN sektor energi 

Sumber modaJ untuk BU1\'IN dikoreksi lagi 
Tabel dikasib fudul 

Lingkup bahasan BUMN di perkecil, he sektor yang spesifik 
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Sifat 	Biasa 
Derajat 	Segera 
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Pehhal 	Undangan Rapat 

Yth 
Kepala BAKN; 

Analis APBN BAKN; 

3, Kasub TU Pusat Kajian Anggaran; 

Analis APBN dan Staf Pusat Kajiari Anggaran; 

Analis APBN Non Fungsiona! Pusat Kajian Anggaran. 

Badan Keahi Ian DPR RI 
Jakarta 

J2018 

Dengai hormat kami beritahukan bahwa Pusat Kajian Anggaran bermaksud men 

Saudara/Saudari pada acara rapat koordinasi Pusat Kajian Anggaran dengan instarsi piha 

yang akan diIasanakan pada: 

Hari/Tangga 	Rabu, 1 Agustus 2018 
Waktu 	 Puku! 09.00 WIB - Se!esai 
Ternpat 	Ruang Rapat Pusat Kajian Anggaran 
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waktunya. 

Atas perhatian dan kehadiran Saudara, kami ucapkan terima kasih. 

Kepala Pusat Kajian Anggaran, 
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Dr. Asep Ahmad Saefuloh, SE., M.E: 
NIP. 19710911 199703 1 005 
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DAFTAR HADIR RAPAT 
RAPAT KOOREINASI PUSAT KAJIAN ANGGARAN BADAN KEAHLIAN DEWAN 

DENGAN BAKN 
DENGAN TEMA 

"PRESENTASI ANALISIS RINGKAS CEPAT AKTUALISASI CPNS" 

Han, tanggai 	 Rabu, 1 Agustus 2018 
Waktu 	 09.00 WIB s.d selesai 
Tempat 	 : 	Ruang Rapat Pusat Kajian Anggaran 

Gedung Sekretaniat Jenderal dan BK DPR Lt.6 

NO 
NAMA 

JABATAN TANDA TANGAN 

 DR. ASEP AHMAD SAEFULOH, SE., M.SI 
KEPALA PUSAT KAJ IAN ANGGARAN 

 
1MARDI HARJO, SE., MEl KEFALA BAG AN BAKN 

 
HUSNUL LATIFAH, s.sos. KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 

 
SLAMET WIDODO, SE., ME KORBID TRANSFER KE DAERAH 

DAN DANA DESA 

RASTRI PARAMITA, SE., MM KORBID PERENCANAAN DAN 
ASUMSI MAKRO 

 
ROBBYALE)NDER SIRAITSE.,ME KORBID BELANJA PEMERINTAH 

PUSAT 

 DWI RESTI PRATIWI,S.T ,MPM KORBID PENDAPATAN DAN 

PEMBIAYAAN 

 
MARIHOT NASUTION,SE, M.SI ANALIS APBN 

 
ADHI PRASETYO SATO W., S.M. ANALIS APBN 

 
MARTHA CAROLINA,SE. AK.,M.AK ANAUS APBN 

h1. 
RATNACHRJSTIANINGRUMSSIMSI ANALISAPBN 
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ADE NURUL AIDASE, ANALIS APBN 

 DAHIRI, S.SL, M.SC ANALIS APBN 

 
JESLY YURATY PANJAITAN,SE.,MM ANALIS APBN 

 RENDY ALVARO, s.sos ANALIS APBN 

 SIll RAHMAWATI, SE SIAF PUSAT KAJLAN ANGGARAN 

 
MEMEDSOBARI STAF PUSAT KAJIAN ANGGARAN 

 MUSBIYATUN STAF PUSAT KAJIAN ANGGARAN 

 HILDA PISKA RANDINI, S.I.P. STAF PUSAT KAJIAN ANGGARAN çjI1 

 
LARAS LINTANG ASMORO, SE,, MM 

ANALIS KAJIAN ANGGARAN NON 

FUNGSIONAL 

 
RIZA ADITYA SYAFRI, S AK ANALIS KAJIAN ANGGARAN NON 

FIJNGSIONAL 

 MUTIARA SHINTA ANDINI SE ANALIS KAJII4N ANGGARAN NON 

FUNGSIONAL 

 TAUFIQ HIDAYATULLAH, SE ANALIS KAJIAN ANGGARAN NON 

FUNGSIONAL 

 RICKA WARDIANINGSIH, SE ANALIS KAJIAN ANGGARAN NON 
FUNGSIONAL 

ANALIS K,AJIAN ANGGARAN NON  ANISA FIRIA WULANINGTYAS, SE 

FUNGSIONAL OL  
 ERVITA LULUK ZAHARA, SE ANALIS KAJIAN ANGGARAN NON 

FUNGSIONAL 

 FRANSINA NATALIA MAHJDIN, SE ANALIS KAJIAN ANGGARAN NON 
FUNGSIONAL 

 MUJIBURRAHMAN, SE ANALIS KAJ IAN ANGGARAN NON 

FUN GSIONAL 

 HIKMATUL FITRI, SE., M.Sc ANALIS KAJIAN ANGGARAN NON 

FUN GSIO NAL 

DYAH MAYSARA, SHUT ANALIS KAJIAN ANGGARAN NON 

_____ FUN G SI ONAL 



ALAS KAJIAN ANGGARAN NON 

FUNGSIONAL 

LIS KAJIAN ANGGARAN NON 
FUNGSIONAL 

\LIS KAJ IAN ANGGARAN NON 

FUNGSIONAL 

LIS KAJIAN ANGGARAN NON 

FUN GSIO NAL 

LIS KAJIAN ANGGARAN NON 
FUNGSJONAL 

LAS KAJIAN ANGGARAN NON 

FUNGSIONA[ / 

LAS KAJ IAN ANGGARAN NON 
FUNGSIONAL 

JS KAJ LAN ANGGARAN NON 

FUNGSIQNAL 	
L 

iS KAJLAN ANGGARAN NON 

FUNGSIONAL 
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LAPORAN SINGKAT RAPAT 

Jenis Rapat 	 : Rapat Koordinasj Pusat Kajian Anggaran dengan Instansi Pihak 

Terkait 

Hail, Tangga! 	 : Rabu, 1 Agustus 2018 

Pukut 	 : 09.00 WIB - 12.00 WIB 

Tempat 	 : R. Rapat Pusat Kajian Anggaran 

Lt. 6 Gd. Sekretarjat Jenderal DPR-RI 

Acara 	 . Rapat Koordinasj dengan tema Presentasi AnaNsis Ringkas 

Cepat Aktuaisasi CPNS" 

Pimpinan Rapat 	 Dr. Asep Ahmad Saefuloh, SE., M.Si (Kepala Pusat Kajian 

Angyaran) 

Sekretaris Rapat 	 : Rastri Paramita, SE., M.M. 

Hadir 	 1. Kabag BAKN; 

Analis APBN BAKN dan PKA; 

Kasubag TU Pusat Kajian Anggaran; 

Staf TU Pusat Kajian Anggaran. 

. PENDAHULUAN 

Peningkatan kapasitas sumber daya manusa (SDM) Pusat Kajian Anggaran menjadi 

kebutuhan karena perkenibangan perekonomian nasional maupun internasional yang selalu 

dinarnis. Pembaharuan informasj, metode, clan update data sangat penting demi 

prc'fesionalisme SDM Pusat Kajian Anggaran dalam memberikan dukungan keahlian terkait 

anggaran kepada Anggota DPR RI. 

Rapat dibuka dan dipimpin oleh Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si, dilkuti Kepala 

Bagian BAKN, Kasubag TU Pusat Kajian Anggaran Anatis APBN dari BAKN dan PKA serta 

Staf TU Pusat Kajian Arggaran. Selanjutnya, dilakukan diskusi dengan peserta rapat. 

1 



KESIMPULAN I KEPUTUSAN: 

Acara ini berlangsung dengan balk, dengan hasU dari diskusi sebagai berikut: 

Terkait permasalahan realisasi DAK Fisik yang belum optimal disebabkan karena 

adanya perubaan mendasar mengenai mekanisme alokasi DAK Fisik; 

Pengalokasian DAK Fisik di tahun 2016 dilakukan dengan mekanisme bottom-up agar 

alokasi DAK Fisik sesuai dengan kebutuhan daerah dan prionitas nasional; 

Mekanisme botlorn-up dilakukan dengan cara penyampalan usulan (proposal based) 

oleh daerah sebagal dasar untuk penentuan alokasi; 

Merosotnya realisasi penyerapan DAK fisik ini harus menjadi fokus evaluasi 

pemenintah. Jka DAK Fisik dapat terserap dengan balk maka akan mampu 

mendorong program pnioritas kerja pemerintah; 

Pertumbuhan infrastruktur dapat membantu pemerataan pertumbuhan ekonomi. 

lnfrastruktur seperti jalan dan jembatan dapat mengintegrasikan daerah satu dengan 

yang lainnya; 

Pemerintah pelu meningkatkan koordinasi dengan daerah peneninia DAK Fisik. 

Selain itu penguatan komunikasi antar lembaga terkait seperti Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Direktorat Jenderal Anggaran pada saat 

penyusunan anggaran akan meminimalisir terlambatnya pencairan DAK Fisik. 

PEN UTU P 

Demikian acara Rapat Koordinasi dengan tema "Presentasi Analisis Ringkas Cepat 

Aktua!isasi CPNS" di Fusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI. Rapat ditutup pada 

pukul 12.00 WIB. 

Kepala Pusat Kajian Anggaran, 

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si 
NIP. 19710911 199703 1 005 
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20 Agustus 2018 Nomor BK/13889/SETJEN DAN BK-DPR R/PAI08I2018 
Sifat : 	 Biasa 
Derajat Segera 
Lampiran 
Perihal : 	 Undangari Rapat 

Yth 
Kepala Biro Persidangari II; 
Kepala Bagian Sekretariat BAKN; 
Kasub TU Pusat Kajian Anggaran; 
Analis APBN dan Staf Pusat Kajian Anggaran; 
Analis APBN Non Fungsional Pusat Kajian Anggaran. 

Badan Keahilan DPR RI 
Jakarta 

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa Pusat Kajian Anggaran bermaksud mengundang 
SaudaralSaudari pada acara rapat koordinasi Pusat Kajian Anggaran dengan instansi pihak terkait 
yang akan dUaksanakan pada: 

Hari/Tangçal 	: Selasa, 21 Agustus 2018 
Waktu 	: Pukul 10.00 WIB - Selesai 
Tempat 	r Ruang Rapat Pusat Kajian Anggaran 

Gedung Sekretariat Jenderal DPR Lantai 6 
Acara 	 : Rapat Koordinasi dengan tema Presentasi Analisis Ringkas Cepat 

Peningkatan Cukai Rokok 

Mengincat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran Saudara tepat pada 
waktunya. 

Atas perhatian dan kehadiran Saudara, kami ucapkan terima kasih. 

Kepala Pusat Kajian Anggaran, 

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, SE., M.Si, 
NIP. 19710911 1997031 005 
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DAFTAR HADIR RAPAT KOORDINASI 

PUSAT KAJIAN ANGGARAN BADAN KEAHLIAN DEWAN DENGAN INSTANSI TERKAIT 

DENGAN TEMA 

PRESENT,SI ANALISIS RINGKAS CEPAT PENJNGKATAN CUKAI ROKOK 

Han, tanggal 	 Selasa, 21 Agustus 2018 
Waktu 	 : 	10.00 WIB s.d seIesa 
Tempat 	 Ruang Rapat Pusat Kajian Anggaran 

Gedung Sekretadat Jenderal dan BK DPR Lt.6 

NAMA 
JABATAN TANDATANGAN 

SAEFULOHMSI 

F4, 
KAJIAN ANGGARAN 

NA, S.H. KEPALA BIRO PERSIDANGAN II 

3. 
.ESL KEPALA BAG IAN SEKRETARIAT 

BAKN 

, s.sos. KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 

5. 
SLAMET WID000, SE., ME KORBID TRANSFER KE DAERAH 

DAN DANA DESA 

6 
RASTRI PARAMA SE., MM KORBID PERENC,ANAAN DAN 

ASUMSI MAKRC 

 
ROBBY ALEXANDER 	RAIT,SE.,ME KORBID BELANJA PEMERINTAH 

PUSAT 

 DWI RESTI PRATiWP,aTMPM KQRBIDPENDApATAN DAN 

PEMB!AYAAN 

 SLAMET DHUL FADLI, S.E. 

.......... 

ANALISAPBN BAKN 

 
MARIHOT NASUTIONsEjtSI ANALIS APBN 

 
ADHI P4SETY0 SATOWM USAPBN ____ 



MARTHA CAROL!NA,SEAKMAK 	 ANALIS APBN 

RATNA CHRISTIANINGRUMS SIMS! 	 ANALIS APBN 	 L - 

14,  J ADENURULA!DASE NALIS APBN 

:: :::: S.SL, 
EMM ANAUSAPBN 

YURFATY PANJAI 

17. 	RENOY ALVARO, S,SOS AL!SAPBN 	 A 

lITI RAH MA STAF PUSAT KAJIAN ANG

q

GARAN 

19

/ 

MEMED SOBARI 

WA TI SE  

IYA JUN STAF PUSAT KAJIAN ANGGARAN 

' 

HILDA PISKA RANDINI S.I.P. 	 STAF PUSAT KAJIAN ANGGARAN 

LARAS LINTANG ASMORO SE., MM 

	

	 ANALIS KAJIAN ANGGARAN NON 

FUNGSIONAL 

RIZA ADIJYA SYAFRI, S AK 	 ANALIS KAJ IAN ANGGARAN NON 

MUTI,ARA SHINTA ANON! SE 

	

	

FUNGSJONAL 

ANALIS KAJIAN ANGGARAN NON 

25, 	TAUF!Q HIDAYATULLAH SE 	

FUN GSI ONAL 

FUNGSIONAL 

26 	
RICKA W 	 SE 	

ANALIS KAJIAN ANGGARAN NONARDIANINGSIH 	

FUNGSIONAL 

ANISA FIRIA WULANINGTYAS SE 	
ANALIS KAJ(AN ANGGApN NON  

FUNGSIONAL 

ERVITA LULUK ZAHARA SE 	 ANALIS KAJIAN ANGGARAN NON 

FUNGS!ONAL 

FRANSINA NATALIA MAHIJDIN SE 	
AN,ALIS KAJIAN ANGGARAN NON 	A 

FUNGS!ONAL 

30 	MUJIBURRAHMAN SE 	
ANALIS KAJ IAN ANGGARAN NON 

FU NGS tONAL 



 HJKMATUL FITRI, SE. M.Sc ANALIS KAJIAN ANGGARAN NON 

FUNGSIONAL 

 DYAH MAYSARA, S.HUT ANALIS KAJ!AN ANGGARAN NON 

FUNGS!ONAL 

33 FAD!LA PUT! LENGGO G, SE., MM ANALIS KAJIAN ANGGARAN NON 

FUNGSIONAL 

34 FIRLY NUR AGUSTIAN!, SE., MM ANALIS KAJIAN ANGGARAN NON 
F UN GS I 0 NAL 

 OLLANI FABIOLA BA!\GUN, SiP., MM ANALIS KAJIAN ANGGARAN NON 

— 

FU NGS I ONA L 

 FEBRINA ELlA N, S.Pd., M.Sc ANALIS KAJIAN ANGGARAN NON 

FUNGSI ONAL 

37, NURUL AZILAH AZZAKIYYAH, SE., M.SC ANALIS KAJIAN ANGGARAN NON 
FUNGSIONAL 

 MATIUS WINARNO, SE., MBA ANALIS KAJIAN ANGGARAN NON 

FUN GSIONAL 

 EMILIA OCTAVIA, ST., M.Ak ANALIS KAJIAN ANGGARAN NON 
FUNGSIONAL 

 
--

IRANISA, SE., M.Acc ANALIS KAJIAN ANGGARAN NON 

RAHAYUN!NGSIH, S.Pd 

FU NG S IC NA L 

 ANALIS KAJIAN ANGGARAN NON 

FUNGSIONAL 
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BADAN KEAHLIAN 

DEWAN PER WAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 

TELP (021) 5715730, 5715635 FAX (021) 5715 933, 5715528 LAMAN : 

4fORAN SINGKAT RAPAT 

Jenis dan Sifat Rapat 	: Rapat Koordinasi Antar Instansi 

Han, Tanggal 	 : Selasa, 21 Agustus 2018 

Pukui 	 10,00-11.45W1B 

Tern pat 	 : R. Rapat Pusat Kajian Anggaran 

Lt. 6 Gedung Sekjen DPR RI 

Acara 	 Rapat Koordinasi Presentasi Analisis Ringkas Cepat Peningkatan 

Cukal Rokok. 

Pimpinan Rapat 	 Dr. Asep Ahmad Saefuloh, SE., M.Si. (Kepala Pusat Kajian Anggaran). 

Sekretanis Rapat 	 Siti Rahmawatj, S.E. (Staf Pusat Kajian Anggaran). 

Hadir 	 I. Slamet Widodo, S.E.M.E, (Korbid Transfer Ke Daerah dan Dana Desa); 

Rastni Pararnjta, S.E., MM. (Korbid Perencanaan dan Asumsi Makro); 

Robby Alexander Sirait, SE., M.E. (Korbid Belanja Pernenintah Pusat); 

Analis APBN dan Staf. 

1. PENDAHIJLUAN 

Rapat dibuka Pukul 10.00 WIB oleh Dr. Asep Ahrnad Saefuloh (Kepala Pusat Kajian Anggaran), 

dilanjutkan pemaparan presentasi dengan Tema ARCPeningkatan Cukai Rokok oleh Saudara Slamet 

Dhul Fadlj (Analis APBN BAKN) dan diikuti oleh Para Koordinator Bidang Analis APBN di Pusat Kajian 

Anggaran, Analisjs APBN dan Staf, selanjutnya dilakukan diskusi dengan peserta rapat. 



2. KESIMPULAN/KEP JTUSANIPOKOK.POKOK PEMEAHASA N 

Pemaparan evaluasi dampak kenaikan tarif cukai hasil tembakau terhadap penerimaan negara dan 

produksj tembakau domestik antara lain: 

I. 	
Terhitung Iaiggal 1 Januari 2018 Pemerintah telah mernutuskan untuk menaikan cukal rokok 

sebesar 10,04 persen. 

Kebakan kenaikan cukai tersebut dalam rangka mengendalikan konsumsi rokok melalui 

kenaikan tarilcukaj tembakau yang berimplikasi pada kenaikan rokok dan diharapkan mampu 

meredam konsumsi rokok di kalangan anak-anak dan remaja. 

Kebijakan tesebut diperkuat dengan rilis Kementerian Kesehatan yaitu beban pemerintah 

akibat rokok dan tembakau lebih tinggi ketimbang besaran kontri busi cukai tembaku terhadap 

penerjmaan regara. 

Kerugian ekoiomj rnakro akibat penggunakan tembakau dinilai Kemenkes menunjukan tren 

meningkat 

Adanya kenakan tersebut pemerintah menargetkan penerimaan dari cukai sebesar Rp155,4 

triliun pada tahun 2018, 

secara umurn target penerimaan cukai pada tahun 2018 naik sebesar 15% atau Rp2,24 triiun 

dari target APBN Perubahan tahun 2017 yang sebesar R.p153,2 tniliun, 

Hingga 29 Jun 2018 reatisasi peneriman cukai mencapai Rp50,21 tritiun. Pencapalan tersebut 

memenuhi 32,32 persen dari target datam APBN tahun 2018 sebesar Rp155,4 tntliun. Hash 

realisasj penenimaan pada semester satu mi mengalami kenaikan positif dibanding dengan 

realisasi tahun sebelumnya. 

Meningkatnya penenimaan negara yang bersumber dari cukai tembaku menjadi tanda bahwa 

peran industni okok bagi perekonom ian negara memiliki dampak yang ckup besar. Tingginya 

kontnibusi industni rokok bagi perekonomian tak lepas dari besarnya jumlah perokok di 

Indonesia. Dari data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), prevalensi merokok di Indoneesia 

sangat tinggi. 

Tahun 2017 peenimaan negara yang berasal dani hasH cukai tembakau sebesar Rp145,47 

tniliun merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar negara. Disisi lain keniakan tariff 

cukai diperlukar untuk menekan jumlah pengeluaran di bidang kesehatan yang ditimbulkan 

akibat rokok, Sedikitnya Rp50 triliun digelontorkan untuk biaya kesehatan masyarakat terkait 

dampak rokok. 



Kebijkan pemerintah menaikkan cukal rokok membuatjumlah perusahaan pengolahan hasH 

tembakau semakiri berkurang. Kenaikan cukai hasil tembakau membebani perusahaan-

perusahaan rokok kecil sehingga banyak yang mengalami bangkrut karena tidak sanggup 

mem bell cuka. 

Hampir setiap tahunnya pemerintah menaikan tarif cukai, terutama pada cukai rokok. 

Penetapan kenaikan tarif cukai yang berubah-ubah setiap tahun mi dapat membuat pelaku 

industri balk sala besar dan kecil kesulitan dalam menentukan Iangkah bisnis kedepan. 

12, Data Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa pabrikan rokok 

pada 2007 erjumlah lebih dari 4.600 pabrik, tapi pada 2015 hanya tinggal 713. Jumlah 

tersebut teriiri atas 246 pabrik rokok Sigaret Kretek Mesin (SKM), 441 pabrik rokok Sigaret 

Kretek Tangai (SKT), dan 26 pabrik rokok Sigaret Putih Mesin (SPM). Demikian pufa jumlah 

pekerja di sektorpengolahan tembakau yang berkurang seiring menurunnya jumlah industri 

rokok. 

Untuk itu setiarusnya pemerintah segera mencari solusi sumber penerimsan lain yang tidak 

berimbas paca penurunan pendapatan masyarkat yang bekerja pada industri pengolahan 

tembakau. 

Berdasarkan data dari Kementerian Pertanianjurnlah eksportembakau Indonesia masih kalah 

dengan jumlan tembakau yang masuk ke dalam negeri. Padahal jika dilihat clari Sumber Daya 

Alarn (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM), Indonesia masih memliki peluang yang cukup 

besar untuk mengoptirnalkan pendapatan dari cukai tembakau yang diekspor ke Iuar negeri. 

Untuk itu regilasi dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sebaiknya lebih dioptimalkan 

dalam mendukung kegiatan ekspor tembakau sehingga masyarakat penghasilannya 

bergantung pada industri pengolahan tembakau tidak kehilangan sumber pendapatan 

utamanys. 

Memasukan tujuan setuju dan tidak setuju atas kenaikan tanif cukai dari pihak perusahaan dan 

pemenintah antara lain: 

1, Penetapan tarf rokok; 

Impact Sigaral Kretek Mesin (SKM) I Sigaret Kretek Tangan (SKI) dalam kurun waktu tertentu; 

Masalah keseiatan yang ditimbulkan clari bahaya merokok pada masyarakat; 

Bust grafik keiaikan tariff cukai rokok pertahuan dibandingkan dengan jumlah perokok aktif; 



Perbandingan E PJS dengan pendapatan cukai rokok; 

Penambahan data (buat dalam grafik) dari pemerintah mengenai penerimaan cukal dan 
dampak pengeliaran pemerintah untuk mengcover dampak dari tembakau rokok; 
Pemerintah membuka pasar baru bagi tembakau untuk selain rokok, Contoh: untuk kosmetik 

dan obat; 

Masuknya perusahaan rokok berskala besar pada negera berkembang Iebih mudah dibanding 

dari negara asal perusahaan rokok itu sendiri; 

Lihat masaah cukal rokok Iebih komprehensif; 

Memperhatikan jenis tulisan untuk Analisis Ringkas Cepat. 

3. PENUTUP 

Demikian acara Rapat Koordinasi Presentasi Analisis Ringkas Cepat Peningkatan Cukal Rokok, di 
Iingkungan Pusat Kajiar Anggaran dan Rapat Ditutup Pukul 11.45 WIB. 

Kepala Pusat Kajian Anggaran, 

A-L"7 

 

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, SE., M.Si. 
NIP. 19710911 1997031005 



Dokumentasi Kegiatan 5: Pernaparan Draft Analisis Ringkas Cepat 
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CE 1JW\1 c.AwAJ 	
Fi 
	

Realisasi DAK Fisik Semester I Tahun 2018 
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ReaUsasi DAK Fisik Semester 12018 

Tahun 2018: 
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Realisasi DAK Fisik Tahun 2016 - 2018 
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LAMPIRAN KEGIATAN 6 

Publikasi Analisis Ringkas Cepat 
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IANDA TERIMA 

Analisis Ringkas Cepat yang teidiri dan: 

Analisis PMN pada LPEI dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Ekspor Indonesia; 

Optimalisasi Progr3m Pencegahan dan PengendaHan Penyakit Catastrophic pada 

Kementerian Kesehatan Untuk Menciptakan Anggaran Kesehatan yang Kredibel; 

Optimalisasi Dana Transfer Pemerintah Pusat dalam Bentuk Belanja Modal untuk 

Mendorong Pertumbuhan yang Berkualitas; 

Focus pada Anggaran Promosi dan Pengembangan Pariwisata yang Berkualitas 

dalam RAPBN 2019 Sebagai Sumber Devisa 

Evaivasi Dampak Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau terhadap Perekonomian dan 

Produksi Tembakau Domestjk 

Infografis yang tardiri dan: 

1. Menimbang efektifilas penyertaan modal negara untuk BUMN 

FRAKSI 	 NAMAPENERIMA 	TANGGAL 	TANDATANGAN 

BADAN ANGGARJAN 	 'Jj 



Analisis Ringkas Cepat yaiig sudab diupload ke website Pusat Kajian Anggaran 
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LAMPIRAN KEGIATAN 7 
Pembuatan database terkait Laporan Semester 
APBN (Data base Rencana Kerfa peinerintah) 

35 
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Nania 	 : Slamet Dhul FadE, S.E. 
Jabatan/NIP 	 CPNS Anajjs APBN Alili Pertarna/ 199405272018011003 
Judul Kegiatan Aktualisasi : OPTIMAUSASI ANALISIS RINGKAS CEPAT YANG KOMPREHENSIF TERKAIT 

SIMLUS LAPORAN SEMESTER APBN 

Testimoni: 
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LEMBAR TESTIMONI 

Nania 	 : Samet Dhul Fadili, S.E. 

Jabatan/NIP 	 CPNS Analis APBN Ahli Pertama/199405272018011003 
Judul Kegiatan Aktualisasi : OPTIMALISASI ANALISIS RINGKAS CEPAT YANG KOMPREHENSIF TERKAIT 

SKLUS LAPORkN SEMESTER APBN 
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LEMBAR TESTIMONI 

Nama 	 : Slamet Dhul Fadli, S.E. 

Jabatan/NIP 	 CPNS Analis APBN AhIi Pertama/ 199405272018011003 
Judul Kegiatan Aktualisasi : OPTIMALISASI ANALISIS RINGKAS CEPAT YANG KOMPREHENSIF TERKA1T 

SIKLUS LAPORAN SEMESTER APBN 
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Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Mentor 

Optimalisasi Analisis Ringkas Cepat 
Sikius Laporan Semester APBN 2018 

Nama Peserta : Slamet Dhul Fadli,S.E. 

NIP : 19940527201801 1 003 

Unit Kerja Pusat Kajian Anggaran 

Jabatan Calon Analis APBN Abli Pertarna 

Isu Belum Optimalnya Kajian Tentang Isu Pembahasan Sikius Laporan 
Smester APBN 

Sikius ARC Laporan Semester I APBN 2018 

Judul Pmbuatan Data Base Rencana Kerja Pemerintah 2008 - 2018 

1) Kegiatan 1: Konsultasi dengan pimpinan terkait kegiatan aktualisasi 

Penvelesaian Catatan Mentor Paraf 
Kegiatan: Mentor 

30 Mei_2018  
Tahapan Kegiatan 4•..('•S 

1.Menetapkan tanggal  

konsultasi 

Koordinasi dengan 
sekretaris pimpinan 

Konsultasi dengan 
pimpinan terkait 
pelaksanaan kegiatan Penjelasan Catatan Mentor 

aktualisasi 

Output Kegiatan - 	 Surat Persetujuan 

Terhadap Pemecahan Melakukan Kegiatan dan 

Isu Kapus. 

Komunikasi dengan 
Keterkaitan Substansi memperhatikan etika dan 
Mata Pelatihan kesopanan (Etika Publik) 

Kontribusi terhadap Memperkuat visi Pusat 

Tusi organisasi Kajian Anggaran yang andaL 



Penguatan Nilai - Perencanaan yang matang 

Organisasi terkait 	waktu 	dan 	teknis 
mengikuti 	rapat 
(Akuntabel); 

2) Kegiatan 2 : Mengikti rapat sikius laporan semester APBN di Badan Anggaran 

Penyelesaian Catatan Mentor Paraf 
Kegiatan: Mentor 

17 Juli_2018  
Tahapan Kegiatan 

Konsultasi dengan 
mentor terkait 
arahan mengiku:i 
rapat. 
Mengikuti rapat 
sikius laporan 

Penjelasan Catatan Mentor semester APBN di 
Badan_Anggaran  

Output Kegiatan - Ringkasan / Notulensi 

Terhadap Pemecaan Rapat; 

Isu 

Mengikuti 	rapat 	dengan 
menggunakan 	Bahasa 
Indonesia 	yang 	baik 

Keterkaitan Substansi (Nasionalisme); 

Mata Pelatihan 
Konsultasi 	dan 	diskusi 

- 

dengan Mentor/Atasan (Etika 
Pu bI 1k). 

Kontribusi terhadap Memperkuat visi Pusat 
C-' 

Tusi organisasi Kajian Anggaran yang andal. - 	- 

- Perencanaan yang matang 
terkait 	waktu 	dan 	teknis 

Penguatan Nilai 
Organi sasi 

mengikuti 	 rapat 
(Akuntabel); 

- 	Datang 	ke 	tempat 	rapat 
sesuai 	dengan 	waktu 	yang 
telah 	 ditentukan 
(Professional) 



3) Kegiatan 3 : Mengumpulkan data terkait Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2008 

sampai dengan 2018 

Penyelesaian Kegiatan : Catatan Mentor Paraf Mentor 
18 Juli_2018  

Tahapan Kegiatan -'----' 	

- 

Konsultasi dengLn mentor 
untuk melanjutkan kgiatan 

Mencari data pendukung 
terkait Rencana Kerj a 
Pemerintah tahun 2008 -2018 

Mengelompokan data 
pendukung terkait terkait 
Rencana Kerja Pemerintah 
tahun 2008 -2018 

Penjelasan Catatan 
Mentor 

- 	 File 	database 	Rencana 
Output Kegiatan Terhadap Kerja 	Pemerintah 	tahun 
Pemecahan Isu 2008 - 2018. 

- Mengumpulkan data yang 
valid untuk mendukung 
hasil analisis yang baik 

Keterkaitan Substani Mata (Komitmen Mutu); 

Pelatihan - 

- Sumber data yang 
dihasilkan dapat 
dipertanggungj awabkan 
(Akuntabel) 

Memperkuat visi Pusat 
Kontribusi terhadap Tusi Kajian Anggaran yang  organisasi andal. 



- Data yang dikumpulkan 
dan dikelompokan sesuai 
dengan isu dan data yang 
dapat 

Penguatan Nilai Organisasi dipertanggungj awabkan. 
(Aku ntab ci); 

-Sungguh-sungguh 
menj alankan 	tugas 
(Profesional). 



4) Kegiatan 4: Membuat data base Rencana Kerja Pemerintah tahun 2008 sampai dengan 

tahun 2018 

Penyelesaian Kegiatan: Catatan Mentor Paraf Mentor 
18 Juli —20 Agustus 2018 

Tahapan Kegiatan 

Konsultasi dengan mentor 
untuk arahan menganalisis data 

Membuat draft awal data base 
Rencana Kerja Pemerintah 

Catatan 
Penjelasan 

Mentor 

Output Kegiatan Terhadap - Draft awal data base 
Pemecahan Isu Rencana Kerja Pemerintah 

- Pembuatan data base yang 
dilakukan secara teliti dan 
rapi agar menghasilkan 
output yang mudah 

Keterkaitan Substasi Mata dipaharni. 
Pelatihan (Komitmen Mutu) 

- Konsultasi dan diskusi 
dengan Mentor/Atasan 
(Etika Publik) 

Kontribusi terhadap Tusi 
Memperkuat visi Pusat 

 
Kajian Anggaran yang 

organisasi 
andal. 

- Data yang disajikan 
bersumber dari data yang 
dapat di pertanggung 
jawabkan (Akuntabel); 

Penguatan Nilai Organisasi -Sungguh-sungguh 
menjalankan 	tugas 
(Profesional). 



Kegiatan 5 : Evaluasi drcfi data base Rencana Kerja Pemerintah 

Penyelesaian Kegiatan: Catatan Mentor Paraf Mentor 
20 Agustus - 25 September 2018 

Tahapan Kegiatan 

Konsultasi dengan rentor untuk 
melanjutkan kegiatan 

Mencatat masukan dan sal -an dan 
mentor terkait data base Rencana 
Kerj a Peinerintah 

Melaksanakan perbaikan data 
base Rencana Kerja Peaerintah 

Catatan 
Penjelasan 

Mentor 

Output Kegiatan Terhadap 
- Dokumen catatan saran 

Pemecahan Isu 
dari mentor terkait 
perbaikan data base; - 

- Mendengarkan 	masukan 
dan 	saran 	dari 	mentor 
demi perbaikan hasil data 

Keterkaitan Substansi Mata 
base 	 RKP 
(Akuntabilitas); Pelatihan 

- Konsultasi dan diskusi 
dengan Mentor/Atasan 
(Etika Publik). 

Kontribusi terhadap Tusi organisasi 
Memperkuat visi Pusat 
Kajian Anggaran yang 
andal. 



- 	 Data 	untuk 	pembuatan 
data 	base 	disajikan 	dan 

Penguatan Nilai Organisasi 

sumber 	yang 	dapat 
dipertanggungj awabkan 
(Akuntabel); - 

- Sungguh - sungguh 
menjalankan tugas 
(Profesional). 


